PENGARUH PENGELUARAN BELANJA DAERAH TERHADAP 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH 

DAERAH SE-JAWA PERIODE 2015-2017 by FARISMADHA, SALSABILLAH SIWI & Anim, Rahmayati, M.Si
PENGARUH PENGELUARAN BELANJA DAERAH TERHADAP 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH 
DAERAH SE-JAWA PERIODE 2015-2017 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Kepada 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna 
 Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun Oleh: 
SALSABILLAH SIWI FARISMADHA 
15.51.2.1.107 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS  EKONOMI  DAN  BISNIS  ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
2019 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
 
v 
 
 
vi 
 
 
vii 
 
 
viii 
 
MOTTO 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(QS.Ash Syarh: 5-8) 
“Merasa bersyukur lebih baik daripada rasa kurang puas, lets to say 
Alhamdulillah fo everything we have”.  
(Penulis) 
 “You can do it. You can do it. Lets be less lazy and work harder tomorrow. Lets 
become a me who loves my self. Its important to love yourself, please, cherish 
yourself. Rest a bit, enjoy life, comfortably”.  
(Kim Namjoo, BTS) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of research is to see how the effect of regional expenditure on 
education, health, and infrastucture to Human Development Index in local 
goverment in Java Island period 2015-2017. The population used in this study are 
all districts/cities governments as much 357 districts/cities governments in Java 
Island from 2015 to 2017. Sample used as many as 258 districts/cities in Java 
Island from 2015 to 2017 with the sampling technique of purposive sampling. The 
type of data in this study using secondary data is data that has been available on 
the agencies involved. Model analysis in the study and panel data regression 
program used to process, classical assumption test data by using Eviews 10.  
The result analysis indicate that government expenditure education sektor 
(X1) have effect on Human Development Index (Y) in Java Island. Government 
expenditure health sektor (X2) not have effect on Human Development Index (Y) 
in Java Island. government expenditure infrastructure sektor (X3) have effect on 
Human Development Index (Y) in Java Island. 
 
Keywords: Education, Health, Infrastructure, Human Development Index 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh belanja daerah di bidang 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) pemerintah daerah se-Jawa periode 2015-2017. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah semua pemerintah kabupaten/kota se-jawa sebanyak 
357 pemerintahan kabupaten/kota se-jawa dari tahun 2015 sampai dengan 2017. 
Sampel yang digunakan sebanyak 258 pemerintah kabupaten/kota se-jawa dari 
tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder adalah data yang 
telah tersedia untuk instansi yang terlibat. Analisis model dalam penelitian ini dan 
program regresi data panel yang digunakan untuk mengolah uji asumsi klasik 
menggunakan EVIEWS 10.  
Hasil analisis menunjukan bahwa sektor pengeluaran pemerintah 
pendidikan (X1) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di 
Pulau Jawa. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) DI Pulau Jawa. Pengeluaran 
pemerintah sektor infrastruktur (X3) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (Y) DI Pulau Jawa. 
 
Kata kunci: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah  
Pada tahun 1990, United Nations Development Programe (UNDP) mulai 
menyusun indikator terhadap kesejahteraan manusia yang dapat melihat tingkat 
kemajuan manusia. Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari tiga 
dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak (Aditia 
dan Dewi, 2018). 
Menurut Widodo, Waridin, Kodoatie (2011) pembangunan manusia 
merupakan salah satu indikator dalam kesejahteraan negara, dikatakan maju tidak 
hanya dihitung dari pendapatan domestik bruto tetapi juga dilihat dari aspek 
harapan hidup serta pendidikan.  Menurut Aditia dan Dewi (2018), saat ini Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sudah 
diterima oleh seluruh negara di dunia, bahkan sampai pada tingkat daerah.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia 
adalah pengeluaran belanaja daerah. Pengeluaran belanja daerah tersebut adalah 
pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal peningkatan pembangunan 
manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud 
melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. 
Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor tersebut maka 
akan meningkatkan produktivitas penduduk, sehingga bisa meningkatkan 
pembangunan manusia (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013). 
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Dalam perencanaan pembangunan manusia pasti diperlukan dukungan 
yang besar dari pemerintah. Salah satu dukungan yang dilakukan pemerintah 
adalah melalui pengeluaran belanja daerah pada sektor-sektor yang menunjang 
pembangunan manusia, seperti pada sektor infrastruktur. Menurut Awandari dan 
Indrajaya (2018), infrastruktur pelengkap sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
dalam aktivitas ekonomi maupun kehidupan sosial hal ini dikarenakan 
infrastruktur memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar 
kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. 
Adanya undang-undang otonomi daerah memberikan wewenang kepada 
daerah untuk berpartisipasi penuh dalam peningkatan pembangunan dengan luas, 
nyata, dan bertanggung jawab. Daerah dapat menetapkan prioritas sesuai dengan 
keadan daerahnya untuk mengelola semua potensi dan pemberdayaan sumber 
daya daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat (Astri, Nikensari, dan 
Kuncara, 2013). 
Dengan berlakunya Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, maka daerah otonomi diberikan kewenangan mengatur dan 
mengurus semua urusan pemerintahan. Daerah diberi kewenangan sepenuhnya 
untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan pembangunan daerah dengan 
potensi yang dimiliki daerah yang secara langsung akan mempengaruhi maju atau 
tidaknya suatu daerah. Salah satu instrumen kebijakan yang penting adalah APBD 
dengan pengaturan distibusi anggaran (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013).  
Salah satu teknik akuntansi yang digunakan dalam menyusun akuntansi 
sektor publik yaitu akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual 
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di negara berkembang akhir-akhir ini mulai meningkat, termasuk Indonesia. 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai mencanangkan 
penerapan akuntansi berbasis akrual sejak 2003. Penerapan Undang-Undang no. 
17 tahun 2003 pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 
penerapan akuntansi berbasis akrual sudah diterapkan secara penuh sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 (Halim, 2012). Sehingga penelitian ini 
dilakukan mulai tahun 2015. 
Sekurangnya terdapat dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 
sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai 
hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. (Widodo, Waridin, Kodoatie, 2011). 
Studi yang tersedia tentang pengeluaran sektor publik dan pembangunan manusia 
dibatasi untuk belanja sektor pendidikan dan kesehatan dan telah mengabaikan 
dampak dari pengeluaran pada sektor lain (Edeme, Nkalu, Ifelunini, 2017).  
Penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa menjadi pusat 
kegiatan ekonomi di Indonesia sehingga Pulau Jawa ada kemungkinan terjadi 
ketimpangan atau tidak meratanya pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat 
Statistik (BPS) bahwa perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa jika 
dilihat dari kontribusinya, hampir 60 persen kegiatan ekonomi berada di Pulau 
Jawa. aktivitas ekonomi Jawa tercatat berkontibusi 58,57 persen dari total PDB 
atau tumbuh 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya (Kusuma, 2018: 
www.detikfinance.com) 
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  Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukan data IPM di Pulau Jawa pada tahun 2015-2017. Hal ini dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
Gambar 1.1 
IPM di Pulau Jawa 
 Sumber: BPS (www.bps.go.id), 2015-2017 
 
Pada 3 (tiga) tahun terakhir provinsi yang ada di Pulau Jawa selalu 
mengalami kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Dengan 
meningkatnya tingkat Indeks Pembangunan manusia terdapat tiga provinsi yang 
mengalami perubahan status dalam segi pembangunan manusia dari, status sedang 
ke tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu DKI 
Jakarta pada tahun 2017 berganti status dari status tinggi menjadi sangat tinggi 
dalam hal pembangunan manusia.  
Sedangkan untuk perubahan status IPM pada pemerintah kabupaten/kota 
yang ada di Pulau Jawa terdapat 20 pemerintahan kabupaten/kota yang mengalami 
perubahan status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik dari sedang ke tinggi 
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maupun dari tinggi ke sangat tinggi yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017. 
Adapun rinciannya sebagai beikut:  
Tabel 1.1 
IPM Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa 
No  Sedang ke Tinggi 
Tahun 2016  
Sedang ke Tinggi Tahun 
2017 
Tinggi ke Sangat Tinggi 
Tahun 2016 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Kota Jakarta Pusat  
Kota Jakarta Barat 
Kota Bandung 
Kota Tasikmalaya 
Kota Banjar 
Kab. Banyumas  
Kab. Demak  
Kab. Kendal  
Kab. Jombang  
Kab. Nganjuk  
Kab. Madiun  
Kab. Lamongan  
Kab. Kepulaun Seribu  
Kab. Sumedang 
Kota Bekasi  
Kab. Pati  
Kab. Kediri 
 
Kota Madiun  
Kota Surabaya  
Kota Tangerang Selatan  
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2017 
Pada 3 tahun terakhir terdapat pemerintah kabupaten/kota yang mengalami 
kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Dengan meningkatnya tingkat 
Indeks Pembangunan manusia sehingga mengalami perubahan status dalam segi 
pembangunan manusia dari, status sedang ke tinggi yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota 
Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten 
Banyumas,  Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jombang, 
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan yang terjadi pada 
tahun 2016.  
Untuk tahun 2017 terdapat 4 perintah kabupaten dan 1 pemerintah kota 
yang mengalami perubahan status Indeks Pembangunan Manusia dari status 
sedang ke tinggi yaitu, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sumedang, Kota 
Bekasi, Kabupaten Pati, Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk perubahan status 
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dari tinggi ke sangat tinggi pada tahun 2017 terjadi di Kota Madiun, Kota 
Surabaya, Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan di 
pulau Jawa meningkat dengan seiring berjalannya waktu.  
Gambar 1.2 
Anggaran Belanja Pendidikan 
 
Sumber: NPD Kemendikbud, 2015-2017 
 
Data persentase anggaran pendidikan tahun 2015-207 seluruh Provinsi di 
Pulau Jawa menunjukkan hanya DKI Jakarta yang memiliki persentase diatas 
20% yang terjadi pada 2017. Pada tahun 2015 persentase untuk anggaran sektor 
pendidikan masih sangat rendah, angka tersebut masih terbilang sangat jauh dari 
20% anggaran pendidikan yang ditetapkan. Pengalokasian anggaran pendidikan 
selama tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, tetapi anggaran 
yang dialokasikan masih kurang dari 20% yang sesuai dengan Undang-Undang 
yang berlaku. Terlihat berdasarkan data tersebut, kepedulian pemerintah masih 
belum maksimal terkait dengan sektor pendidikan. 
Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga dapat kita lihat 
dari bagaimana masyarakat tersebut mendapatkan akses dan bagaimana sarana 
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prasarana sektor kesehatan di daerah tersebut. Akses dan sarana prasarana 
kesehatan dapat dilihat dari bagaimana kepedulian pemerintah terhadap sektor 
kesehatan tersebut melalui data belanja pemerintah pada sektor kesehatan. 
Gambar 1.3 
Anggaran Belanja Kesehatan 
 
Sumber: Keuangan Kemendagri, 2015-2017 
Dari data yang diperoleh dari Keuangan Kemendagri Republik Indonesia 
pada tahun 2015-2017 persentase untuk anggaran dibidang kesehatan selalu 
mengalami peningkatan. Sesuai Undang-Undang bahwa anggaran untuk bidang 
kesehatan sebesar 10% dari APBD, tetapi masih terdapat 3 provinsi yang alokasi 
anggarannya dibawah 10% yaitu provinsi Banten, Jawa Barat, dan DIY 
Yogyakarta. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah belum 
memaksimalkan pengalokasian anggaran untuk bidang kesehatan.  
Selanjutnya pengeluaran belanja daerah bidang Infrastruktur. Menurut 
Awandari dan Indrajaya (2018). pada saat ini infrastruktur pelengkap sudah 
bergeser yang dianggap menjadi infratruktur dasar, karena infrastruktur pelengkap 
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tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun 
kehidupan sosial,  infrastruktur memiliki peran penting di suatu daerah dalam 
memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. 
Gambar 1.4 
Anggaran Belanja Infrastruktur 
 
Sumber: DJPK, 2015-2017 
 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
Republik Indonesia anggaran untuk sektor infrastruktur mengalami fluktuasi. 
Anggaran tertinggi pada sektor infrastruktur ada pada pemerintah provinsi DKI 
Jakarta. Sedangkan provinsi Banten untuk anggaran sektor infrastruktur 
merupakan provinsi dengan anggaran terendah di Pulau Jawa.   
Hasil penelitian Aditia dan Dewi (2018) menunjukan hasil yang 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Variabel 
yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan 
ekonomi. 
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Hasil penelitian Edeme, Nkalu, dan Ifelunini (2017) menunjukan bahwa 
pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, 
pembangunan desa, dan sumber daya air memiliki dampak atau berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia di Nigeria. Sedangkan pengeluaran 
pemerintah pada sektor energi, perumahan, dan perlindungan lingkungan tidak 
memiliki dampak atau tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 
di Nigeria. 
Hasil penelitian Mahulauw, Santosa, dan Mahardika (2016) menunjukan 
bahwa ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah 
dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastrukture. 
Hasil penelitian Awandari dan Indrajaya (2016) menunjukan bahwa 
infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 
kesempatan kerja di Provinsi Bali. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan 
kesempatan kerja secara langsung memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakat di Provinsi Bali. 
Hasil penelitian Kahang, Saleh, dan Suharto (2016) menunjukan bahwa 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 
Hasil penelitian Sanggelorang, Rumate, dan Siwu (2015) menunjukan 
variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh  terhadap 
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indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah di 
bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 
Hasil penelitian Pangastuti (2015) menunjukan bahwa kedua jenis 
pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 
Jawa Tengah. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah pada 
bidang pendidikan dan kesehatan.  
Hasil penelitian Asti, Nikensari dan Kuncara (2013) menunjukan bahwa 
tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh 
terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan 
tidak berpengaruh  terhadap IPM. 
Hasil penelitian Fattah dan Muji (2012) menunjukan hasil bahwa ketiga 
jenis pengeuaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 
di Kabupaten Jeneponto. Variabel yang digunakan yaitu alokasi belanja daerah 
pada bidang pendidikan, kesehatan , dan infrastruktur. 
Hasil penelitian Widodo, Warisin, dan Kodoatie (2011) menunjukan hasil 
Alokasi pengeluaan pemerintah sektor publik tidak secara langsung 
mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 
oleh Edeme, Nkalu, dan Ifelunini (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel infrastruktur yang berdasarkan 
penelitian Awandari dan Indrajaya (2016). Selain itu, perbedaan pada lokasi 
penelitian, penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak 
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Pengeluaran Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 
Pemerintah Daerah Se-Jawa Periode 2015-2017”. 
1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas identifikasi masalahnya adalah, 
sebagai berikut. 
1. Penelitian tentang pengaruh belanja daerah dan pembangunan manusia 
dibatasi untuk belanja sektor pendidikan dan kesehatan dan telah 
mengabaikan dampak dari pengaruh belanja daerah pada sektor lain. 
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukan 
adanya fenomena IPM di Pulau Jawa pada tahun 2015-2017, beberapa 
provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami kenaikan status IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia) dari status sedang ke tinggi yaitu Provinsi Jawa 
Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk menghindari perluasan masalah yang muncul maka peneliti 
membatasi permasalahan yang hanya akan meneliti pada  ruang lingkup pengaruh 
pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 
pada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa, dan periode 
penelitian yang dilakukan pada tahun 2015-2017.  
 
1.4 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalahnya 
adalah, sebagai berikut. 
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1. Apakah pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah se-Jawa 
tahun 2015-2017? 
2. Apakah pengeluaran belanja daerah pada sektor kesehatan berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah se-Jawa 
tahun 2015-2017? 
3. Apakah pengeluaran belanja daerah pada sektor infrastuktur berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah se-Jawa 
tahun 2015-2017? 
 
1.5 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan maslaah diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah, sebagai berikut.  
1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran belanja daerah pada sektor 
pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah 
daerah se-Jawa tahun 2015-2017. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran belanja daerah pada sektor 
kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah 
se-Jawa tahun 2015-2017. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran belanja daerah pada sektor 
infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah 
daerah se-Jawa tahun 2015-2017. 
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1.6 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian adalah, sebagai beikut.  
1. Bagi  akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
berupa bukti empiris mengenai distribusi belanja daerah dilihat dari fungsi 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia  
2. Bagi pemerintah daerah, dapat memberikan informasi dandijasikan 
refrensi dalam mengmabil kebijakan strategi dalam upaya peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia di Jawa.  
 
1.7 Jadwal Penelitian  
Terlampir 
 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi  
Sistematika Penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
BAB I   :    PENDAHULUAN  
Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi 
masalah,  batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan  sistematika penelitian. 
BAB II :    LANDASAN TEORI  
Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan 
variabel penelitian, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, 
dan hipotesis. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN   
Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, populasi sampel dan teknik 
pengumpulan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik 
analisis data.  
BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAAN    
Dalam bab ini penulis akan menguraikan dekripsi data, hasil 
analisis data, dan pembahasannya.  
BAB V :    PENUTUP   
Pada bab ini akan penulis tuliskan kesimpulan dan saran dari 
penelitian yang penulis lakukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan 
pertamanya menegaskan ide ini:  
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, 
tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan 
menjalankan kehidupan yang  produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu 
kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai 
kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (Human 
Development Report 1990).  
 
Pembangunan manusia memiliki makna yang luas, terdapat ide dasar 
pembangunan manusia yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, 
politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan 
manusianya. Ide ini berfokus kepada manusia dan kesejahteraannya (BPS, 2016).  
Indeks Pembangunan manusia (IPM), United Nations Development 
Programe (UNDP) pada tahun 1990 mulai menyusun indikator terhadap 
kesejahteraan manusia yang dapat melihat tingkat kemajuan manusia. Indeks 
pembangunan manusia (IPM) disusun dari komponen yang dianggap menjadi 
dasar, yaitu: 
1. Ketahanan Hidup/Usia Hidup (Longevity), diukur dengan harapan hidup pada 
saat lahir 
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2. Pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf 
dikalangan penduduk dewasa (bobotnya dua pertiga) dan angka rata-rata lama 
sekolah (bobotnya sepertiga) 
3. Kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil 
yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestic dimasing-
masing Negara. 
Terdapat beberapa indikator yang menjadi target dalam pembangunan manusia  
antara lain (BPS, 2017): 
1. Angka kelulusan pendidikan dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki 
(Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai 
keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan 
matematika dasar pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur 
nasional yang dibentuk secara kredibel) 
2. Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki 
(Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di 
berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah 
menengah pertama). 
IPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS, 2015):   
 
Dimana :  
IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 
IHH = Indeks Harapan Hidup 
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IPd   = Indeks Pendidikan 
IP    = Indeks Pengeluaran 
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum 
sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai 
berikut (BPS, 2015):  
1. Dimensi Kesehatan:  
I kesehatan  =    
Dimana :  
AHH  = Angka harapan hidup  
AHH min  = Angka harapan hidup pada nilai minimum  
AHH maks  = Angka harapan hidup pada nilai maksimum  
2. Dimensi Pendidikan: 
I HLS =  
I RLS =  
I pendidikan =   
Dimana : 
HLS   = Harapan lama sekolah  
HLS min   = Harapan lama sekolah pada nilai minimum 
HLS maks = Harapan lama sekolah pada nilai maksimum  
RLS   = Rata-rata lama sekolah  
RLS min  = Rata-rata lama sekolah pada nilai minimum  
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RLS maks = Rata-rata lama sekolah pada nilai maksimum   
3.  Dimensi Pengeluaran:  
           I Pengeluaran =  
Dimana : 
In (pengeluaran) = jumlah konsumsi per kapira riil 
In (pengeluaran min)    = jumlah konsumsi per kapira riil pada nilai  
                                        minimum 
In (pengeluaran mak)  = jumlah konsumsi per kapira riil pada nilai  
                                        maksimum 
Status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk 
meilihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan 
manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan 
manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM 
menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut (BPS: 2017): 
1. Sangat Tinggi : IPM ≥ 80 
2. Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 
3. Sedang : 60 ≤ IPM < 70 
4. Rendah : IPM < 60 
 
2.1.2 Otonomi  
1. Pengertian Otonomi  
Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menyebutkan pengertian dari otonomi tersebut. Dalam Undang-Undang no. 32 
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Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 5 menyebutkan: “Otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Dalam ketentuan umum Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 
6 menjelaskan, “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah dan kepetingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesi”. 
2. Implikasi Otonomi Daerah  
Dengan adanya otonomi daerah makan akan ada penerapan otonomi 
daerah dalam akuntansi sektor publik yaitu dengan adanya pelaksanaannya, 
pemerintah daerah dituntut dapat memberikan informasi keuangan secara lengkap 
kepada publik tidak hanya itu juga kepada DPRD dan pihak-pihak yang menjadi 
stakeholder pemeritah daerah (Mardiasmo, 2009).  
 
2.1.3 Desentralisasi  
Desentralisasi tidak hanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah atau kepada pemerintahan yang lebih rendah, tetapi 
juga dapat melimpahkan beberapa wewenang kepada pihak swasta yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2009: 24).  
Dengan adanya sistem desentralisasi, diharapkan dapat menghadirkan 
manfaat bagi setiap daerah yang pertama, mendorong masyarakat dalam 
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melakukan peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas dalam pembangunan, 
serta mendorong adanya keadilan yaitu adanya pemerataan hasil-hasil 
pembangunan yang ada diseluruh daerah, dengan memmanfaatkan sumber daya 
dan potensi yang ada didaerahnya masing-masing (Mardiasmo, 2009: 25).   
Kedua, menurut Mardiasmo (2009: 25) dengan adanya pergeseran 
pengambilan keputusan publik atau pusat menuju ke tingkat pemerintahan daeah 
atau pemerintahan yang lebih rendah dikarenakan dalam pemerintahan tersebut 
lebih memiliki informasi yang lengkap dalam alokasi sumber daya produktif.  
 
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
1. Pengertian APBD  
Menurut Mardiasmo (2009: 61) “Anggaran merupakan estimasi kinerja 
yang ingin dicapai dalam waktu tertentu dalam ukuran finansial”. Menurut 
Noerdiawan (2010: 69) anggaran dapat dikatakan sebagai estimasi kinerja yang 
ingin dicapai dalam periode tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran 
dalam sektor publik yaitu pemerintahan akan mengalami proses yang cukup rumit 
dan bermuatan politis, berbeda dengan sektor swasta yang yang kecil muatan 
politisnya dalam pembuatan anggaran.  
Dalam sektor swasta, anggaran merupakan sesuatu yang menjadi rahasia 
perusahaan tertutup untuk publik. Hal ini berbeda dengan sektor publik di mana 
anggaran harus diinformasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat untuk 
dikritik, didiskusikan, maupun diberi masukan. Hal ini menjadi bentuk 
akuntabilitas organisasi sektor publik dalam mengelola dana publik dan 
21 
 
 
pelaksanaan program-program yang menggunakan dana yang bersumber dari 
publik ( Marsiasmo, 2009: 61). 
2. Fungsi APBD  
Menurut Noerdiawan (2010: 70) ada beberapa fungsi anggaran yang ada di 
dalam manajemen organisasi sektor publik: 
a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan  
Dengan adanya anggaran, organisasi dapat mengetaui apa saja yang harus 
dilakukan dan kebijakan yang dibuat akan dibawa ke arah mana. Menurut Halim 
(2017: 48) untuk menjapai tujuan dalam organisasi, maka organisasi akan tau apa 
ynag harus dilakukan dan kebijakan yang dibuat akan diarahkan mana. Hal itu 
menjadikan anggaran sebagai alat perencanaan manajemen.  
b. Anggaran sebagai Alat Pengendalian  
Anggaran dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk menhindari 
pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. 
Anggaran menjadi alat pengendalian atau pengawasan untuk mengawasi kondisi 
keuangan dan pelaksaan progran atau kegiatan pemerintah. Dengan adanya 
anggaran sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran digunakan sebagai 
leyakinan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk pemenuhan 
kewajibannya (Halim, 2017: 48). 
c. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal  
Adanya anggaran dapat menetukan arah kebijakan yang akan ditentukan. 
Halim (2017: 49) “Anggaran sektor publik dapat diketaui arah kebijakan 
pemeritah, untuk dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi”.  
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d. Anggaran sebagai Alat Politik 
Komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah 
direncanakan dapat dilihat melalui anggran dalam organisasi sekotr publik.  
e. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi  
Untuk mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan oleh setiap bagia 
atau unit kerja atau departemen dapat dilihat melalui dokumen anggaran yang 
komperhensif, sehingga anggran dapat dijadikan alat koordinasi dan komunikasi 
didalam oranisasi sektor publik.  
f. Anggaran sebagai Penilaian Kinerja 
Anggaran dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam penilai kinerja ynag 
dicapai oleh bagian atau unit kerja, yang berupa terlaksananya aktivitas atau 
program maupun efisiensi biaya.  
g. Anggaran sebagai Alat Motivasi 
Dengan adanya nilai nominal dalam dokumen anggaran dapat dijadikan 
motivasi para staff atau pegawai dalam memenuhi target yang telah direncanakan.  
3. Prinsip APBD  
Menurut (Hariadi, 2013: 11) dalam menyusun APBD hendaknya harus 
memperhatikan prinsip dasar, yaitu: 
a. Partisipasi Masyarakat 
Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD maupun dalam 
pengambilan keputusan sebisa mungkin dapat melibatkan masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajbannya mereka dalam pelaksanaan 
APBD. 
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b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 
Dalam setiap penyusunan APBD harus memberikan informasi secara 
terbuka, mudah dikases, dan mudah dipahami oleh setiap masyarakat, sehingga 
para pengguna anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang 
dikelola untuk mencapai target yang telah ditentukan.  
c. Disiplin Anggaran  
1) Pendapatan yang direncanakan dapar diperkirakan dengen terukur dan 
secara rasional yang dapat dicapai setiap seumber pendapatan, 
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas maksimum 
pengeluaran belanja 
2) Penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya 
penerimaan yang pasti dan tersedia dan tidak boleh melaksanakan 
kegiatan yang belum tersedia atau tidak cukup dalam kredi anggaran 
dalam APBD atau perubahan APBD 
3) Semua penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan dalam tahun 
anggaran yang berjalan atau bersangkutan harus dianggarakan dalam 
APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah 
d. Keadilan Anggaran  
Dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan harus dapat dinikmati oleh 
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali 
e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran  
Adanya dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.  
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f. Taat Asas 
Penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun peraturan daerah.   
 
2.1.5 Belanja Daerah  
1. Pengertian Belanja Daerah  
Setiap daerah memiliki kewajiban-kewajibannya yang harus dipenuhi 
terhadap publik, dapat melalui pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan 
meningkatkan pelayanan publik, sehingga diperlukan pengeluaran-pengeluaran 
daerah. Halim (2013: 108) mengemukakan bahwa: 
Belanja menururt basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara 
umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh pemerntah. Sedangkan menurut basisi akrual, belanja merupakan kewajiban 
pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
 
Belanja daerah sudah semestinya menjadi kewenangan pemerintah daerah 
yang terdiri dari urusan wajiba dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
daerah. Prestasi kerja yang diperoleh pemerintah daerah dalam pencapaian standar 
pelayanan minimal sesuai dengan keteatpan pemerintah daerah yang menjadi 
priorotas utama dalam urusan wajib penyelenggaran belanja daerah (Hariadi, 
2010: 14). 
a. Tujuan Belanja Daerah 
Menurut Halim (2017: 50) tujuan dari anggaran sektor publik adalah untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik 
dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran sektor publik diharapkan 
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dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat seperti, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan 
sebagainya.  
b. Klasifikasi Belanja Daerah  
  Menurut Halim (2013: 107) klasifikasi yang digunakan merupakan 
klasifikasi ekonomi yang terdapat pada laporan realisasi anggaran, yang terdiri 
dari: 
1) Belanja Operasi merupakan  
Belanja operasi merupakan anggaran penggeluaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah dengan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri 
dari:  
a) Belanja pegawai 
b) Belanja barang  
c) Belanja bunga 
d) Belanja subsisdi 
e) Belanja hibah 
f) Belanja bantuan sosial 
g) Belanja bantuan keuangan  
2) Belanja Modal  
Belanja modal merupakan anggaran pengeluaran untuk memperoleh aset 
tetap atau aset lain yang memberi manfaat jangka panjang. Belanja modal 
terdiri dari: 
a) Belanja tanah 
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b) Belanja peralatan dan mesin  
c) Belanja modal gedung dan bangunan  
d) Belanja jalan, irigrasi, dan jaringan 
e) Belanja aset tetap lainnya 
f) Belanja aset lainnya 
3) Belanja Tak Terduga  
Belanja tak terduga merupakan anggaran pengeluaran untuk keadaan yang 
sifatnya tidak terduga atau yang tidak biasa yang tidak diharapkan terjadi, 
seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak 
terduga lainnya.  
4) Transfer  
Kelompok belanja transfer adalah setelah adanya Peraturan Pemerintah 
no 24 Tahun 2005 dan masih ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010, di mana dalam peraturan 
pemerintah terdahulu tidak terdapat kelompok belanja transfer. Transfer 
sendiri merupakan transfer keluar untuk pengeluaran uang dari entitas 
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah 
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.  
Menurut lampiran E.XXIII Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Pemendagri) no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah, transfer pemerintah provinsi terdiri dari: 
a) Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota 
b) Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota 
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c) Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota 
Adapun transfer pemerintah kabpaten/kota ke desa yaitu: 
a) Bagi hasil pajak 
b) Bagi hasil retribusi 
c) Bagi hasil pendapatan lainnya. 
 
2.1.6 Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Pendidikan  
Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan 
wujud investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran 
pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan 
infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada 
seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 
persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan 
pendidikan (Wahid, 2012).  
Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh 
terhadap perkembangan di sektor pendidikan. Suatu bangsa harus meningkatkan 
investasi bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan. Pengeluaran 
pembangunan merupakan pengeluaran untuk investasi pemerintah diantaranya 
investasi sektor pendidikan dan kesehatan (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013). 
Kebutuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial merupakan 
tanggung jawab pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembiayan sektor 
publik tersebut pemerintah harus mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan 
daerah. Dengan adanya otonomi daerah, dapat membantu pemerintah dalam 
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melakukan pembangunan dan mencukupi kebutuhan pembangunan (Astri, 
Nikensari, dan Kuncara, 2013). 
 
2.1.7 Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Kesehatan  
Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk 
memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, prioritas kesehatan 
menjadi suatu investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Astri, 
Nikensari, dan Kuncara, 2013).  
Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari 
sisi kesehatan di mana kesehatan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut 
mempengaruhi kualitas manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran 
kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan 
merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masayrakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
Dalam undang-undang disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi 
setiap manusia sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab memenuhi 
kesehatan setiap rakyatnya. Setiap penduduk berhak memeproleh derajat 
kesehatan setinggi-tingginya ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan 
nasional, maka wajar jika kesehatan dapat disebut menjadi investasi pemerintah 
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pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya 
manusia (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013). 
Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran 
kesehatan adalah Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan 
minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar 
gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (Sanggelorang, Rumate, dan Siwu, 2015). 
 
2.1.8 Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Infrastruktur 
Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan 
akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 
gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita. Peningkatan alokasi 
anggarn pada bidang infrastuktur khususnya jalan sangat penting untuk 
meningkatkan aksesibilitas penduduk dan meningkatkan perekonomian lokal yang 
pada gilirannya dapat meningkatkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat 
(Mahulauw, Santosa, dan Mahardika, 2016). 
Menurut Awandari dan Indrajaya (2018), pada saat ini infrastruktur 
pelengkap sudah bergeser yang dianggap menjadi infratruktur dasar, karena 
infrastruktur pelengkap tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
aktivitas ekonomi maupun kehidupan sosial,  infrastruktur memiliki peran penting 
di suatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran 
masyarakat. 
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Peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu diperkuat dengan 
merancang kebbijakan yang memperkuat pembangunan infrastruktur. Ketersedian 
infrastruktur di daerah yang memadai dapat menarik investor swasta dan publik 
yang pada gilirannya dapat menyediakan lapangan pekerjaan di daerah. 
Diharapkan hal ini dapat menghasilkan tingkat percepatan ekonomi dan 
pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan 
masyarakat (Mahulauw, Santosa, dan Mahardika, 2016). 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  
Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti kali ini. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik 
yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini  
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No  Penulis Judul Jurnal Variabel 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Aditia dan 
Dewi 
(2018) 
 
“Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah Di 
Bidang Pendidikan, 
Kesehatan Dan 
Ekonomi Terhadap 
Tingkat 
Kesejahteraan 
Masyarakat Di 
Provinsi Bali” 
Pengeluaran 
Pemerintah Di 
Bidang 
Pendidikan, 
Kesehatan Dan 
Ekonomi, 
Tingkat 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pengeluaran Pemerintah 
Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, dan Ekonomi 
Berpengaruh Terhadap 
Tingkat Kesejahteraan 
Masyarakat Provinsi Bali. 
 
 
 
   Tabel berlanjut ..... 
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Lanjutan tabel 2.1 
No  Penulis Judul Jurnal Variabel 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
2 Edeme, 
Nkalu, dan 
Ifelunini 
(2017) 
“Dampak 
Distribusi 
Pengeluaran Publik 
Terhadap 
Pembangunan 
Manusia Di 
Nigeria”  
Pengeluaran 
Publik pada  
Pendidikan, 
Kesehatan, 
Pertanian,Pemba
ngunan 
Pedesaan, 
Energi, 
Perumahan, 
Perlindungan 
Lingkungan 
,Sumber Air 
Portable, 
Transportasi, 
Dan 
Komunikasi.  
Pengeluaran Publik pada  
Pendidikan, Kesehatan, 
Pertanian,Pembangunan 
Pedesaan, dan Sumber Air 
Portable berpengaruh 
terhadap pembangunan 
manusia.  
Pengeluaran Publik pada 
Energi, Perumahan, 
Perlindungan Lingkungan   
Energi, Perumahan, 
Perlindungan Lingkungan 
Transportasi, Dan 
Komunikasi tidak 
berpengaruh terhadap 
pembangunan manusia.  
3 Mahulau, 
Santosa, 
dan 
Mahardika 
(2016) 
“Pengaruh 
Pengeluaran 
Kesehatan Dan 
Pendidikan Serta 
Infrastruktur 
Terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia Di 
Provinsi Maluku” 
Pengeluaran 
Kesehatan, 
Pendidikan, 
Infrastruktur, 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia, 
 
Hasil Analisis 
Menunjukan Bahwa 
Ketiga Jenis Pengeluaran 
Pemerintah Tersebut 
Berpengaruh Terhadap 
IPM 
4 Awandari 
dan 
Indrajaya 
(2016) 
“Pengaruh 
Infrastruktur, 
Investasi, dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Terhadap 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Melalui 
Kesempatan Kerja” 
Infrastruktur, 
Investasi, 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Kesejahteraan 
Masyarakat, 
Dan 
Kesempatan 
Kerja 
Infrastruktur, Investasi, 
dan Pertumbuhan 
Ekonomi Berpengaruh 
Terhadap Kesempatan 
Kerja Di Provinsi Bali. 
Infrastruktur, Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Kesempatan 
Kerja Secara Langsung 
Memiliki Pengaruh 
Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Di Provinsi 
Bali. 
    Tabel berlanjut ............... 
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Lanjutan Tabel 2.1  
No  Penulis Judul Penlitian Variabel 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
5 Kahang, 
Saleh, dan 
Suharto 
(2016) 
“Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 
Pendidikan Dan 
Kesehatan 
Terhadap Indkes 
Pembangunan 
Manusia Di 
Kabupaten Kutai 
Timur” 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Sektor 
Pendidika, 
Kesehatan 
Indkes 
Pembangunan 
Manusia 
Pengeluaran Pemerintah 
Sektor Pendidikan 
Berpengaruh Terhadap 
Indeks Pembangunan 
Manusia, Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 
Kesehatan Berpengaruh 
Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
6 Sanggeloran, 
Rumate, dan 
Siwu (2015) 
“Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah Di 
Sektor Pendidikan 
Dan Kesehatan 
Terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia Di 
Sulawesi Utara” 
Pengeluaran 
Pemerintah Di 
Sektor 
Pendidikan, 
Kesehatan Dan 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
 
Variabel Pengeluaran 
Pemerintah Di Bidang 
Pendidikan Berpengaruh 
Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
Dan Variabel Pengeluaran 
Pemerintah Di Bidang 
Kesehatan Tidak 
Berpengaruh Terhadap 
Indeks Pembangunan 
Manusia 
7 Pangastuti 
2015) 
 
“Analisis 
Pembangunan 
Manusia Di Jawa 
Tengah Periode 
2009-2013” 
Pengeluaran 
Pada 
Pendidikan, 
Kesehatan Dan 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
Pengeluaran Pemerintah 
Pada Pendidikan Dan 
Kesehatan Berpengaruh 
Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia  
 
8 Astri, 
Nikensari, 
dan Kuncara 
(2013) 
“Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah Daerah 
Pada Sektor 
Pendidikan Dan 
Kesehatan 
Terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia Di 
Indonesia” 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Daerah Pada 
Sektor 
Pendidikan Dan 
Kesehatan, 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
Tingkat Pengeluaran 
Pemerintah Daerah Pada 
Sektor Pendidikan 
Memiliki Pengaruh 
Terhadap IPM, 
Pengeluaran Pemerintah 
Daerah Pada Sektor 
Kesehatan Tidak 
Berpengaruh Terhadap 
IPM. 
 Tabel Berlanjut ............... 
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Lanjutan tabel 2.1  
No  Penulis  Judul Penelitian Variabel 
Penelitian  
Hasil Penelitian  
9. Fattah,  
dan Muji  
(2012) 
“Alokasi belanja 
pemerintah daerah 
terhadap Indeks 
Pembangunan 
Manusia di 
Kabupaten 
Jeneponto, 
Sulawesi Selatan, 
Indonesia” 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Daerah Pada 
Sektor 
Pendidikan, 
Kesehatan dan 
Infrastrukture, 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
Alokasi belanja daerah 
pada bidang pendidikan, 
kesehatan , dan 
infrastruktur berpengaruh 
terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di 
Kabupaten Jeneponto 
selama periode penelitian.  
10.  Widodo, 
Waridin, 
dan Maria 
(2011) 
“Analisis pengaruh 
pengeluaran 
pemerintah di 
sektor pendidikan 
dan kesehatan 
terhadap 
pengentasan 
kemiskinan mellaui 
peningkatan 
pembangunan 
manusia di Provinsi 
Jawa Tengah” 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Daerah Pada 
Sektor 
Pendidikan, 
Kesehatan dan 
kemiskinan 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
Alokasi pengeluaan 
pemerintah sektor publik 
tidak secara langsung 
mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia 
dan kemiskinan. 
 
2.3 Kerangka Berpikir  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran belanja 
daerah pada sektor pendidikan (independen), pengeluara belanja daerah pada 
sektor kesehatan (independen), dan pengeluara belanja daerah pada sektor 
infrastruktur (independen) terhadap indeks pembangunan manusia (dependen). 
Gambar dibawah ini merupakan kerangka berpikir yang dibuat dalam 
model penelitian ini: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis  
1. Pengaruh Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Pendidikan Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia  
Pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan dapat dilihat dari 
pengalokasian anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan hal tersebut 
merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas 
masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat 
dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan 
pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. 
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi 
pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).  
Pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan akan berpengaruh 
terhadap perkembangan di sektor pendidikan. Suatu bangsa harus meningkatkan 
investasi bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan. Penelitian oleh Aditia 
Pengeluaran Belanja 
Daerah pada Sektor 
Pendidikan  ( X1 )  
 Indeks Pembangunan 
Manusia ( Y) 
Pengeluaran Belanja 
Daerah pada Sektor 
Kesehatan  ( X2 )  
 
Pengeluaran Belanja 
Daerah pada Sektor 
Infrastruktur ( X3 )  
 
35 
 
 
dan Dewi (2018), Edeme, Nkalu, dan Ifelunini (2017), Mahulauw, Santoso, dan 
Mahardika (2016), Kahang, Saleh, dan Suharto (2016), Sanggelorang, Rumate, 
dan  Siwu (2015), Pangastuti (2015), Astri, Nikensari, dan Kuncara (2013), Fattah 
dan  Muji  (2012) menunjukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor 
pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah: 
H1        :  Pengeluaran Belanja Daerah pada  Sektor Pendidikan 
Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
2. Pengaruh Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Kesehatan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia  
Pengeluaran belanja daerah pada sektor kesehatan dapat dilihat dari 
pengalokasian pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan hal ini merupakan 
upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 
(1) dan Undang-undang no. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Kuncoro, 2013). 
Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari 
sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
sumber daya manusia. Dengan kata lain, aspek kesehatan turut mempengaruhi 
kualitas manusia.  
Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan 
untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 
produktivitas masayrakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian 
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oleh Aditia dan Dewi (2018), Mahulauw, Santoso, dan Mahardika (2016), 
Pangastuti (2015), Fattah dan Muji  (2012), menunjukan hasil bahwa pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H2        :      Pengeluaran Belanja Daerah pada  Sektor Kesehatan 
Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
3. Pengaruh Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Infrastruktur terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia  
Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan 
akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada 
gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita. Menurut Awandari dan 
Indrajaya (2018), pada saat ini infrastruktur pelengkap sudah bergeser yang 
dianggap menjadi infratruktur dasar, karena infrastruktur pelengkap tersebut 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun kehidupan 
sosial,  infrastruktur memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar 
kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. 
Penelitian oleh Awandari dan Indrajaya (2016), Mahulauw, Santoso, dan 
Mahardika (2016), Fattah dan Muji  (2012) menunjukan hasil bahwa pengeluaran 
pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H3        :    Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Infrastruktur 
Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  
3.1.1 Waktu penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai Mei 2018. 
3.1.2 Wilayah penelitian  
Wilayah penelitian ini adalah pada pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa 
tahun 2015-2017.  
 
3.2 Jenis  Penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui mengenai pengaruh pengeluaran belanja daerah dilihat dari 
sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan 
manusia pada pemerintah daerah se-Jawa.  
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi  
Menurut (Sugiyono, 2015: 80) populasi merupakan “Objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karateristik yang ditentukan sendiri oleh paneliti”.  
Adapun populasi dalam penelitan ini adalah 119 pemerintah kabupaten/kota se-
Jawa. Adapun rincian populasi sebagai berikut: 
 
 
 
38 
 
 
Tabel 3.1 
Jumlah Populasi 
Provinsi Jumlah 
Kabupaten/Kota 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 5 
Jawa Tengah  35 
Jawa Barat 27 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta ) 6 
Banten 8 
Jawa Timur 38 
Total  119 
Sumber: Pemprov, 2017 
3.3.2 Sampel  
Sugiyono (2015: 81) sampel adalah “Bagian dari jumlah populasi yang 
memiliki karateristik”. Sampel yang digunakan dalam penelitin ini adalah 86 
pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Terdiri dari 20 pemerintah kota 
dan 66 pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Jadi jumlah sampel selama tiga 
tahun periode penelitian sebanyak 258 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa.  
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk 
menentukan jumlah sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2015: 81). Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling purposive, teknik ini 
merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria atau 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 68). Adapun kriteria yang telah 
ditetapkan adalah :  
1. Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa yang mempublikasikan data APBD pada 
sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara berturut-turut pada 
39 
 
 
tahun 2015-2017 di dalam website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 
Kementrian Keuangan (ww.djpk.kemenkeu.go.id.). 
2. Memiliki data IPM secara berturut-turut pada tahun 2015-2017 yang 
dipublikasikan pada website www.bps.go.id.  
Adapun prosedur penarikan sampel sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Prosedur Penarikan Sampel 
No.  Keterangan  Tahun 
2015-2017 
1. Jumlah pemerintah kabupaten/kota se-Jawa dari tahun 2015-
2017 
119 
2. Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa yang tidak 
mempublikasikan data Aanggaran Pendapatan dan Belanja 
(APBD)  pada sektor pendidikan dan kesehatan selama tahun 
2015-2017 
(19) 
3. Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa yang tidak 
mempublikasikan data Aanggaran Pendapatan dan Belanja 
(APBD)  pada sektor infrastruktur selama tahun 2015-2017 
(14) 
4. Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa yang tidak 
mempublikasikan data Indeks Pembangunan Manusia 
selama tahun 2015-2017 
(0) 
5. Jumlah pemerintah kabupaten/kota se-Jawa yang menjadi 
sampel  
86 
6. Jumlah observasi 86 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa x 3 
tahun 
258 
Sumber : Data diolah, 2019 
 
3.4 Data dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
yang digunakan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tahun 2015-2017 yang 
didapat melalui website Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yaitu 
www.djpk.kemenkeu.go.id.  Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
diperoleh dari website Badan Pusat Statistik yaitu www.bps.go.id. 
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3.5 Teknik Pengumulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara metode 
dokumentasi yaitu, metode pengumpulan data dengan dokumen atau catatan 
peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, peraturan, kebijakan, 
dan lain-lain (Sugiyono, 2015: 240). Penelitian ini dilakukan dengan 
pengumpulan data APBD pemerintah kota/kabupaten se-Jawa tahun 2015-2017 
dan data Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kota/kabupaten se-Jawa 
tahun 2015-2017. 
 
3.6 Variabel Penelitian  
Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai atau atribut dari suatu objek 
atau kegiatan atau orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk ditetili atau dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 38). 
Variabel dalam penelitian ini adalah : 
3.6.1 Variabel Dependen (Y) 
Menurut Sugiyono (2015: 39) variabel dependen adalah “Variabel yang 
menjadi akibat atau variabel yang di pengaruhi oleh adanya variabel independen”.  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia.  
3.6.2 Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya 
variabel terikat (Sugiyono, 2015: 39 ). Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah Variabel (X1): belanja daerah sektor pendidikan, Variabel (X2): belanja 
sektor  kesehatan, Variabel (X3): belanja daerah sektor infrastruktur.  
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3.7   Definisi Operasional Variabel 
3.7.1 Variabel Dependen  
Dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
digunakan sebagai variabel dependen. Data IPM yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data IPM pemerintah daerah se-Jawa yang diterbitkan oleh BPS tahun 
2015-2017 dalam satuan indeks (0-100), mengikuti penelitian yang dilakukan oleh 
Agung dan Martini (2018). IPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
(BPS, 2015):   
 
Dimana :  
IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 
IHH = Indeks Harapan Hidup 
IPd   = Indeks Pendidikan 
IP    = Indeks Pengeluaran  
3.7.2 Variabel Independen 
Penelitian ini akan menggunakan variabel belanja daerah sebagai 
variabel independen. Variabel belanja daerah akan diproksikan dengan 
pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 
Variabel pengeluaran belanja daerah masing-masing dapat diukur dengan:  
1. Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Pendidikan, variabel belanja 
pendidikan dalam penelitian ini adalah belanja daerah pada APBD dalam 
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urusan pendidikan tahun 2015-2017 dalam satuan rupiah, mengikuti 
penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Martini (2018).  
2. Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Kesehatan, variabel belanja 
kesehatan dalam penelitian ini adalah belanja daerah pada APBD dalam 
urusan kesehatan tahun 2015-2017 dalam satuan rupiah, mengikuti penelitian 
yang dilakukan oleh Agung dan Martini (2018).  
3. Pengeluaran Belanja Daerah pada Sektor Infrastruktur, variabel belanja 
infrastruktur dalam penelitian ini adalah dihitung dari belanja daerah pada 
APBD dalam urusan infrastruktur tahun 2015-2017 dalam satuan rupiah, 
mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Awandari dan Indrajaya (2016).  
 
3.8 Teknik Analisis Data  
3.8.1 Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 
analisis regresi yaitu: 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal 
atau tidak (Ghozali, 2014: 119). Model regresi yang baik adalah yang 
berdistribusi secara normal atau mendekati normal.  
Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Jarque-Berra 
(JB test). Pengujian hipotesis normalitas: 
H0 : eror term terdistribusi normal  
H1 : eror term tidak terdistribusi normal  
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Jika p-value < α (dengan nilai α adalah 0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga data tidak terdistribusi dengan normal sebaliknya, jika p-value > α, maka 
H0 diterima dan H1 ditolak sehingga data dinyatakan berditribusi normal (Ajija, 
Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 42-43).   
2. Uji Multikolineritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan 
sempurna antar variabel independen pada model regresi. Multikoliniearitas 
(kolinearitas ganda) adalaha adanya hubungan linear sempurna diantara beberapa 
atau semua veriabel dependen dari model regresi ganda untuk mengetahi 
terjadinya korelasi linear yang tinggi diantara variabel-variabel dependen 
(Setiawan, 2010: 82). 
Cara untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas atau tidak dapat dilihat 
dengan nilai koefisien korelasinya. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel 
bebas lebih besar dari 0,8 maka dalam model terjadi multikolinearitas. 
Sebaliknya, jika nilai korelasinya kurang dari 0,8 maka tidak terjadi 
multikolinearitas dalam model (Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 35).  
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model terjadi 
ketidaksamaan varians dari pengamatan satu ke pengamatan lain. Jika varians dari 
residual pengamatan tersebut tetap maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika 
berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi 
heteroskedastisitas ( Ghozali, 2014: 45). 
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Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Breusch-Pagan. Pengujian hipotesis heteroskedastisitas. 
H0 : tidak ada heteroskedastisitas  
H1 : ada heteroskedastisitas  
Jika p-value Obs*R-square < α (dengan nilai α adalah 0,05),  maka H0 ditolak dan 
H1 diterima, sehingga data terjadi heteroskedastisitas sebaliknya, jika p-value 
Obs*R-square > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga data tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 39).   
 
3.8.2 Pemilihan Model  
Ada tiga uji yang bisa digunakan dalam memilih model anatara model 
commonf effect, fixed effect, dan random effect, yaitu. 
1. Uji Chow  
Uji chow dilakukan untuk menetukan model yang tepat antara model 
commond effect atau fixed effect (Widarjono, 2013: 362). Pengujian hipotesis Uji 
Chow. 
H0 : model common effect  
H1 :  model fixed effect  
Jika p-value cross-section < α (dengan nilai α adalah 0,05),  maka H0 
ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang tepat adalah fixed effect sebaliknya, 
jika p-value cross-section > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga model 
yang tepat adalah common effect (Yamin, Rachma, Kurniawan, 2011: 209).   
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2. Uji Hausman  
Uji hausman dilakukan untuk menetukan model yang tepat antara model fixed 
effect atau random effect (Widarjono, 2013: 365). Pengujian hipotesis Uji 
Hausman. 
H0 : model random effect  
H1 :  model fixed effect  
Jika nilai probability chi-square < α (dengan nilai α adalah 0,05),  maka 
H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang tepat adalah fixed effect 
sebaliknya, jika nilai probability chi-square > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
sehingga model yang tepat adalah random effect (Yamin, Rachma, Kurniawan, 
2011: 209).   
3. Uji Lagrange Multiplier  
Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menetukan model yang tepat antara 
model random effect atau common effect (Widarjono, 2013: 363). Metode yang 
dapat digunakan adalah metode Bruesch-Pagan. Metode Bruesch-Pagan untuk uji 
siginifikan didasarkan pada nilai residual. Untuk Untuk mengetahui model mana 
yang tepat dapat dilihat melalui nilai probabilitas pada bagian Bruesch-Pagan. 
Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05 maka model yang 
tepat adalah model common effect. Sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 
0,05 maka model yang terpilih adalah random effect.  
 
3.8.3 Regresi Data Panel  
Metode menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis data panel dengan program software E-views. Data panel (pooled 
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data) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data 
cross section dan data time series (Widarjono, 2013: 353). Data cross section 
adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu 
sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke 
waktu terhadap suatu individu (Winarno, 2015: 2.2-2.4).  
Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga 
metode, yaitu metode kuadrat terkecil (pooled least square), metode efek tetap 
(fixed effect) dan metode efek random (random effect) (Widarjono, 2013: 355). 
Penelitian ini menggunakan data panel dengan Cross Section 86 pemerintah 
daerah se-jawa dan time series tahun 2015-2017. 
Adapun model regresi data panel adalah sebagai berikut (Yamin, Rachma, 
Kurniawan, 2011: 201) 
Y = β0+ β1X1+ β2X2 + β3X3 + v 
Dimana v = e + μ 
Keterangan: 
Y    = Indeks Pembangunan Manusia 
X1    = Belanja Daerah Sektor Pendidikan  
X2    = Belanja Sektor Daerah Kesehatan  
X3    =Belanja Sektor Daerah Infrastruktur 
β1, β2, β3, β4   = koefisien regresi 
e   = residual menyeluruh  
μ    = residual individu 
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3.8.4 Uji Ketepatan Model  
1. Uji Statistik F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua varaibel 
independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014: 22). Cara untuk 
mengetahuinya yaitu dengan melihat nilia probabilitas F statistik atau prob(F-
statistik) pada model yang terpilih. Jika nilai prob(F-statistik) > α (0,05) maka 
secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Sebaliknya jika nilai Jika nilai prob(F-statistik) < α maka secara 
bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 
(Widarjono, 2013: 47). 
 
3.8.5 Uji Hipotesis   
1. Uji t  
Uji t menunjukan seberapa besar pengaruh satu variabel independen  
terhadap varabel dependen. Untuk melakukan uji t dapat dilakukan dengan 
membandingkan p-value dengan α (0,05). Jika p-value < α maka variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, p-value > α 
maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
(Widarjono, 2013: 45).  
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian  
Data pada peneltian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan 
gabungan antara data time series dengan data cross section. Data time series 
dalam penelitian ini adalah tahun 2015 hingga tahun 2017, yaitu selama 3 tahun. 
Sedangkan data cross section dalam penelitian ini adalah data 86 Kabupaten/ Kota 
yang ada di Pulau Jawa.  
Dalam penelitian ini data terlebih dahulu dilakukan tranformasi logaritma 
(LOG) untuk menghindari terjadinya ketidak lolosan uji asumsi klasik. Model 
yang terpilih dalam analisis data panel adalah model random effect. Pada 
penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena autokorelasi biasaanya 
terjadi pada data yang bersifat time series (Arifieanto dan Doddy, 2012: 26), 
sedangkan dalam penelitian ini data bersifat panel yang menggabungkan antara 
time series dan cross section.  
Data gabungan antara data time series dan cross section tersebut merupakan 
data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang bersumber dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) diantaranya adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Sedangkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(DJPK) merupakan data anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 
kabupaten/kota di Pulau Jawa.  
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Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen dan independen. Adapun 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang diberi simbol Y. Sedangkan variabel 
independennya terdiri dari pengeluaran belanja daerah sektor pendidikan sebagai 
X1, pengeluaran belanja daerah sektor kesehatan sebagai X2, dan pengeluaran 
belanja daerah sektor infrastruktur sebagai X3. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data  
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Berdasarkan pengumpulan data sekunder yang dilakukan mengenai 
pengeluaran belanja daerah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 
Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa 
tahun 2015-2017, maka dapat dideskripsikan statistik deskripsinya yaitu. 
Tabel 4.1 
Hasil Statistik Deskriptif 
 LOGY LOGX1 LOGX2 LOGX3 
 Mean  1.845345  11.65399  11.43909  11.50337 
 Median  1.841485  11.78829  11.47220  11.52742 
 Maximum  1.912116  12.34328  12.26654  12.31085 
 Minimum  1.764774  9.636320  8.478389  10.09045 
 Std. Dev.  0.029046  0.417189  0.408849  0.288352 
 Skewness  0.312152 -1.391197 -2.392366 -1.138475 
 Kurtosis  2.677541  5.745233  15.38652  8.014738 
 Jarque-Bera  5.307646  164.2387  1895.435  326.0701 
 Probability  0.070382  0.000000  0.000000  0.000000 
 Sum  476.0990  3006.728  2951.284  2967.869 
 Sum Sq. Dev.  0.216817  44.72990  42.95939  21.36881 
 Observations  258  258  258  258 
Sumber: Data diolah, 2019  
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1. Indeks Pembangunan Manusia (LOGY) 
Data penelitian yang diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik 
pemerintah kabupaten/kota di Pulai Jawa. Variabel indeks pembangunan manusia, 
data di transformasi terlebih dahulu dalam bentuk logaritma (LOG). Hasil dari 
statistik deskripsi: 
a. Hasil penelitian indeks pembangunan manusia pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa yang memiliki nilai log terendah adalah sebesar 1,764774. 
b. Hasil penelitian indeks pembangunan manusia pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa yang memiliki nilai log tertinggi adalah sebesar 1,912116 
c. Indeks pembangunan manusia pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa 
memiliki nilai rata-rata log sebesar 1,845345. 
d. Indeks pembangunan manusia pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa 
memiliki nilai standar deviasi log sebesar 0,029046. 
2. Pengeluaran Belanja Daerah Bidang Pendidikan (LOGX1) 
Data penelitian yang diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Variabel pengeluaran belanja daerah 
bidang pendidikan data di transformasi terlebih dahulu dalam bentuk logaritma 
(LOG). Hasil dari statistik deskripsi: 
a. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang pendidikan pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log terendah adalah 
sebesar 9,636320. 
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b. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang pendidikan pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log tertinggi adalah 
sebesar 12,34328. 
c. Pengeluaran belanja daerah bidang pendidikan pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata log sebesar 11,65399. 
d. Pengeluaran belanja daerah bidang pendidikan pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa memiliki nilai standar deviasi log sebesar 0,417189. 
3. Pengeluaran Belanja Daerah Bidang Kesehatan (LOGX2) 
Data penelitian yang diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Variabel pengeluaran belanja daerah 
bidang kesehatan data di transformasi terlebih dahulu dalam bentuk logaritma 
(LOG). Hasil dari statistik deskripsi: 
a. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang kesehatan pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log terendah adalah 
sebesar 8,478389. 
b. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang kesehatan pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log tertinggi adalah 
sebesar 12,26654. 
c. Pengeluaran belanja daerah bidang kesehatan pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata log sebesar 11,43909. 
d. Pengeluaran belanja daerah bidang kesehatan pemerintah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa memiliki nilai standar deviasi log sebesar 0,408849. 
4. Pengeluaran Belanja Daerah Bidang Infrastruktur  (LOGX3) 
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Data penelitian yang diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Variabel pengeluaran belanja daerah 
bidang infrastruktur,  data di transformasi terlebih dahulu dalam bentuk logaritma 
(LOG). Hasil dari statistik deskripsi: 
a. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang infrastruktur  
pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log terendah 
adalah sebesar 10,09045. 
b. Hasil penelitian pengeluaran belanja daerah bidang infrastruktur  
pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki nilai log tertinggi 
adalah sebesar 12,31085. 
c. Pengeluaran belanja daerah bidang infrastruktur  pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata log sebesar 
11,50337. 
d. Pengeluaran belanja daerah bidang infrastruktur  pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki nilai standar deviasi log sebesar 
0,288352. 
 
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji 
asumsi klasik:  
1. Hasil Uji Normalitas  
Salah satu cara melihat normalitas adalah melalui grafik dengan melihat nilai 
probabilitasnya atau p-value. Berikut hasil uji normalitas: 
53 
 
 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas  
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Series: Residuals
Sample 1 258
Observations 258
Mean       8.61e-17
Median  -0.003040
Maximum  0.064934
Minimum -0.081081
Std. Dev.   0.028970
Skewness   0.324521
Kurtosis   2.741218
Jarque-Bera  5.248407
Probability  0.072497

 Sumber : Data diolah, 2019 
 
Berdasarkan gambar diatas p-value pada uji Jarque-Bera adalah sebesar 
0,072497, sehingga p-value > α, dengan nilai α sebesar 0,05 (0,072497 > 0,05). 
Jadi p-value > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga data dinyatakan 
berditribusi normal (Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 42-43).   
2. Hasil Uji Multikolinearitas  
Uji multikolinearitas bertujuan melihat apakah dalam model terdapat korelasi 
antar variabel independen. Cara untuk mengetahuinya dengan melihat nilai 
koefisien korelasinya. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih 
besar dari 0,8, maka dalam model terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai 
korelasinya dibawah 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model (Ajija, 
Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 35).  Hasil uji multikolinearitas pada tabel 
berikut: 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel matriks korelasi diatas dapat diketahui bahwa tidak ada 
masalah dalam multikolinearitas. Hal ini dikarenakan nilai matriks korelasi 
(corelation matrix) dari masing-masing-masing variabel X (logX1, logX2, logX3) 
adalah kurang dari 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.  
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model terjadi 
ketidaksamaan varians dari pengamatan satu ke pengamatan lain. Metode yang 
digunakan adalah uji Breusch-Pagan dengan melihat p-value Obs*R-square dan 
nilai  α (0,05). Hasil uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
F-statistic 1.587646     Prob. F(3,254) 0.1928 
Obs*R-squared 4.748895     Prob. Chi-Square(3) 0.1911 
Scaled explained SS 4.007224     Prob. Chi-Square(3) 0.2607 
Sumber : Data diolah, 2019 
        Berdasarkan hasil diatas diperoleh p-value Obs*R-square sebesar 0,1911 
sehingga p-value Obs*R-square > α, dengan nilai α sebesar 0,05 (0,1911 > 0,05). 
Jadi p-value Obs*R-square > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga data 
tidak terjadi heterokedastisitas (Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti, 2011: 39).   
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4.2.3 Hasil Pemilihan Model  
Pemilihan model dilakukan untuk memilih model yang tepat dari ketiga 
model yang ada yaitu commond effect, fixed effect, random effect, untuk 
selanjutnya dilakukan regresi data panel.  
1. Hasil Uji Chow  
Uji chow dilakukan untuk menetukan model yang tepat, antara model 
commond effect atau fixed effect (Widarjono, 2013: 362). Dengan melihat p-value 
cross-section pada uji chow. Hasil uji chow: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 102.716854 (85,169) 0.0000 
Cross-section Chi-square 1022.686269 85 0.0000 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil uji chow dapat dilihat bahwa p-value cross-section 
sebesar 0,0000 sehingga, p-value cross-section < α, dengan nilai α sebesar 0,05 
(0,0000< 0,05). Jadi p-value cross-section < α maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga model yang tepat adalah fixed effect (Yamin, Rachma, Kurniawan, 2011: 
209 
2. Uji Hausman 
Uji hausman dilakukan untuk menetukan model yang tepat antara model fixed 
effect atau random effect (Widarjono, 2013: 365). Dengan melihat nilai 
probability chi-square pada uji hausman. Hasil uji hausman: 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 
Chi-Sq. 
d.f. 
Prob.  
Cross-section random 2.549283 3 0.4665 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil uji hausman dapat dilihat bahwa nilai probability chi-
square sebesar 0,4665 sehingga nilai probability chi-square > α, dengan nilai α 
sebesar 0,05 (0,4665 > 0,05). Nilai probability chi-square > α maka H0 diterima 
dan H1 ditolak, sehingga model yang tepat adalah random effect (Yamin, Rachma, 
Kurniawan, 2011: 209) 
3. Uji Lagrange Multiplier 
Uji lagrange multiplier dilakukan untuk menetukan model yang tepat antara 
model random effect atau common effect (Widarjono, 2013: 363). Pada Uji 
Lagrange Multiplier metode yang dipilih adalah metode Breusch-Pagan Dengan 
melihat nilai probabilitas pada uji Breusch-Pagan. Hasil uji lagrange multiplier: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Lagrange Multiplier 
Lagrange multiplier (LM) test for panel data 
Date: 04/28/19   Time: 21:04  
Sample: 2015 2017   
Total panel observations: 258  
Probability in ()   
Null (no rand. 
effect) 
Cross-
section 
Period Both 
Alternative One-sided One-sided  
Breusch-Pagan  238.3182  0.170003  238.4882 
 (0.0000) (0.6801) (0.0000) 
     Sumber : Data diolah, 2019 
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Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier dapat dilihat bahwa nilai probability 
sebesar 0,0000 sehingga nilai probability < α, dengan nilai α sebesar 0,05 (0,0000 
< 0,05). Jadi nilai probability < α sehingga model yang tepat adalah random effect 
(Yamin, Rachma, Kurniawan, 2011: 209).   
Setelah dilakukan uji chow hasil yang diperoleh, bahwa model yang tepat 
adalah fixed effect. Selanjutnya dilakukan uji hausman hasil yang diperoleh bahwa 
model yang tepat adalah random effect, karena dari hasil uji chow dan uji 
hausman diperoleh model yang berbeda  sehingga, dilakukan uji lagrange 
multiplier untuk memperoleh hasil mana yang lebih tepat. Untuk uji lagrange 
multiplier hasil yang diperoleh bahwa model yang tepat adalah random effect. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah random effect.  
 
4.2.4 Hasil Regresi Data Panel 
Pada hasil uji pemilihan model, model yang terpilih yaitu random effect. 
Berikut hasil regresi dengan model random effect: 
Tabel 4.7 
Hasil Regresi Data Panel Dengan Model Random Effect 
Dependent Variable: LOGY   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 04/29/19   Time: 11:12   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 86   
Total panel (balanced) observations: 258  
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f.correction) 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 1.785546 0.018568 96.16466 0.0000 
LOGX1 0.002340 0.001112 2.105558 0.0362 
LOGX2 -0.001320 0.000969 -1.361448 0.1746 
LOGX3 0.004140 0.001275 3.245531 0.0013 
Sumber : Data diolah, 2019 
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Hasil estimasi persamaan regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut:  
LOGY = 1,785546 + 0,002340*LOGX1 – 0,001320*LOGX2 + 
0,004140*LOGX3 
Persamaan tersebut dapat diartikan:  
1. Nilai kostanta sebesar 1,785546 merupakan nilai rata-rata dari komponen 
kesalahan random (random error component).  
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran belanja daerah pada sektor 
pendidikan sebesar 0,002340 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel 
pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan sebesar 1% maka akan 
menaikan indeks pembangunan manusia sebesar 0,002340%.  
3. Koefisien regresi variabel pengeluaran belanja daerah pada sektor 
kesehatan sebesar -0,001320 artinya apabila terjadi penurunan nilai 
variabel pengeluaran belanja daerah pada sektor kesehatan sebesar 1% 
maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 
0,001320%.  
4. Koefisien regresi variabel pengeluaran belanja daerah pada sektor 
infarastruktur sebesar 0,004140 artinya apabila terjadi kenaikan nilai 
variabel pengeluaran belanja daerah pada sektor infrastruktur sebesar 1% 
maka akan menaikan indeks pembangunan manusia sebesar 0,004140%.  
 
4.2.5 Uji Ketepatan Model  
1. Uji F 
Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014: 22). Cara untuk mengetahuinya yaitu 
dengan melihat nilia probabilitas F statistik. Hasil uji F: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji F 
 Weighted Statistics   
R-squared 0.041218     Mean dependent var 0.180177 
Adjusted R-squared 0.029893     S.D. dependent var 0.004994 
S.E. of regression 0.004919     Sum squared resid 0.006145 
F-statistic 3.639782     Durbin-Watson stat 1.276979 
Prob(F-statistic) 0.013389    
Sumber : Data diolah, 2019 
Dari hasil regresi dengan model random effect di peroleh nilai probabilitas 
F statistik sebesar 0,013389. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel 
X1, X2 dan X3 berpengaruh  terhadap Y karena nilai Prob(F-statistic) 0,013389 < 
0,05. 
 
4.2.6 Uji Hipoteis 
1. Uji t  
Uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel 
independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji t dapat dilakukan 
dengan membandingkan p-value dengan α (0,05). Dari hasil regresi dengan model 
random effect di peroleh p-value untuk masing-masing variabel sebesar. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji t 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 1.785546 0.018568 96.16466 0.0000 
LOGX1 0.002340 0.001112 2.105558 0.0362 
LOGX2 -0.001320 0.000969 -1.361448 0.1746 
LOGX3 0.004140 0.001275 3.245531 0.0013 
Sumber : Data diolah, 2019 
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a. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai p-value untuk variabel X1 sebesar 
0,0362. Hal ini berarti bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y karena 
p-value < α (0,0362 < 0,05). Sehingga  pengeluaran belanja sektor 
pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  
b. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai p-value untuk variabel X2 sebesar 
0,01746. Hal ini berarti bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y 
karena p-value  > α (0,1746 > 0,05). Sehingga  pengeluaran belanja sektor 
kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
c. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai p-value  untuk variabel X3 sebesar 
0,0013. Hal ini berarti bahwa variabel X3 berpengaruh terhadap Y karena 
p-value < α (0,0013 < 0,05). Sehingga  pengeluaran belanja sektor 
infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  
 
4.3.6 Pembahasan Hasil Analisis Data  
1. Pengaruh pengeluaran belanja pada sektor pendidikan terhadap indeks 
pembangunan manusia  
Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengeluaran belanja pada sektor 
pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah 
daerah se-Jawa. Dari hasil uji t untuk variabel belanja daearah pada sektor 
pendidikan diperoleh sebesar 0,0362. Hal ini dapat membuktikaan bahwa belanja 
daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia pada pemerintah daerah se-Jawa,  karena nilai probabilitas 0,0362 < 0,05.  
Hal ini disebabkan karena anggaran untuk sektor pendidikan dinaikan 
menjadi 20% dari APBN. Selain itu pada pemerintah daerah juga menaikan 
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anggaran pada sektor pendidikan sebesar 20% dari APBD. Hal ini semakin 
mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap 
indeks pembangunan manusia.  
Sehingga di pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa menaikan 
anggaran pada sektor pendidikan sebesar 20% dari Aanggaran Pendapan dan 
Belanja Daerah (APBD). Hal ini lah yang menyebabkan secara teknis, 
pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aditia dan 
Dewi (2018), Edeme, Nkalu, dan Ifelunini (2017), Mahulauw, Santoso, dan 
Mahardika (2016), Kahang, Saleh, dan Suharto (2016), Sanggelorang, Rumate, 
dan  Siwu (2015), Pangastuti (2015), Astri, Nikensari, dan Kuncara (2013), Fattah 
dan  Muji  (2012) yang menyatakan bahwa belanja daerah pada sektor pendidikan 
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 
2. Pengaruh pengeluaran belanja pada sektor kesehatan terhadap indeks 
pembangunan manusia  
Hipotesisi kedua menyatakan bahwa pengeluaran belanja pada sektor 
kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah 
daerah se-Jawa. Dari hasil uji t untuk variabel belanja daearah pada sektor 
kesehatan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1746. Hasil ini membuktikaan 
bahwa belanja daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia pada pemerintah daerah se-Jawa,  karena nilai probabilitas 
= 0,1746 > 0,05.  
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Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Pengeluaran 
pemerintah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh di Pulau Jawa. Hasil ini 
berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di 
sektor kesehatan meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan 
manusia. Hal Ini memperkuat anggapan bahwa belanja kesehatan belum 
memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap indeks pembangunan manusia. 
Di Pulau Jawa terdapat tiga provinsi yang alokasi anggaran pada sektor 
kesehatan masih dibawah 10% yaitu Provinsi DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa 
Barat, dan Provinsi Banten. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang 
no 36 tahun 2009 bahwa anggaran untuk sektor kesehatan pada pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.  
Pemerintah belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran pada sektor 
kesehatan sehingga hal ini menyebabkan anggaran pada sektor kesehatan tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Sanggelorang, Rumate, dan Siwu (2015), dan Astri, 
Nikensari, dan Kuncara (2013) yang menyatakan bahwa belanja daerah pada 
sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. 
3. Pengaruh belanja pada sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan 
manusia  
Hipotesisi ketiga menyatakan bahwa pengeluaran belanja pada sektor 
infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada 
pemerintah daerah se-Jawa. Dari hasil uji t untuk variabel belanja daearah pada 
sektor infrastruktur diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0013. Sehingga dapat 
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membuktikaan bahwa belanja daerah pada sektor infrastruktur berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah se-Jawa,  karena 
nilai probabilitas = 0,0013 < 0,05.  
Hal ini disebabkan karena pada pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah di Pulau Jawa telah memperluas dan meningkat pembangunan dalam 
bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti perbaikan 
jalan, pembuatan jalan tol, transportasi publik, pembuatan bandar udara, dan lain-
lain. 
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam suatu daerah dimana 
setiap daerah notabene memiliki potensi sumberdaya alam maupun potensi dalam 
bidang pariwisata dapat menarik investasi swasta dan publik yang pada gilirannya 
dapat menyediakan dan menyerap tenaga kerja di daerah sehingga pembangunan 
infrastruktur ini dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Endeme, Nkalu, dan Ifelunini 
(2017), Mahulau, Santosa, dan Mahardika (2016), Awandari, Indrajaya (2016) 
dan Fattah dan  Muji  (2012) yang menyatakan bahwa belanja daerah pada sektor 
infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1.  Pengeluaran belanja daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah se-Jawa 
periode 2015-2017. 
2. Pengeluaran belanja daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah se-Jawa 
periode 2015-2017. 
3. Pengeluaran belanja daerah pada sektor infrastruktur berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah se-Jawa 
periode 2015-2017. 
 
5.2 Keterbatasan  
1. Peneliti hanya meneliti tiga variabel independen yaitu belanja daerah pada 
sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. 
2. Penelitian hanya mengkaji pengaruh variabel belanja daerah pada sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia pada pemerintah daerah se-Jawa tahun 2015-2017.  
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5.3 Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka 
saran sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek penelitian seperti 
di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, atau di Pulau lain yang ada Indonesia. 
Agar dapat lebih mendekati fenomena sesungguhnya dapat meneliti 
dengan topik yang sejenis dengan objek seluruh pemerintah 
kabupaten/kota yang ada di Indonesia.   
2. Penelitan selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah tahun 
pengamatan tidak hanya selama tiga tahun pengamatan tetapi bisa selama 
lima tahun pengamatan.  
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk 
melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen 
lainnya, seperti variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat 
kemiskinan, atau belanja daerah pada sektor lain seperti sektor ekonomi, 
sosial, dan lain-lain.  
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LAMPIRAN 1 
Jadwal Penelitian 
 
No Bulan Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Penyusunan Proposal X X X                  
2. Konsultasi    X                 
3. Revisi Proposal    X X X X X X X X X X X X X X X   
4. Seminar Proposal                   X  
5. Pengumpulan Data                    X 
6. Analisis Data                     
7. Penulisan akhir naskah skripsi                     
8. Pendaftaran Munaqosah                     
9. Munaqosah                     
10. Revisi Skripsi                     
No Bulan Maret April  Mei  Juni  Juli  
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Penyusunan Proposal                     
2. Konsultasi                     
3. Revisi Proposal                     
4. Seminar Proposal                     
5. Pengumpulan Data                     
6. Analisis Data X X X X X                
7. Penulisan akhir naskah skripsi     X X X              
8. Pendaftaran Munaqosah        X             
9. Munaqosah         X            
10. Revisi Skripsi          X X          
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LAMPIRAN 2 
Hasil Tabulasi Data 
 
Kab_Kota Tahun Y X1 X2 X3 LOGY LOGX1 LOGX2 LOGX3 
Kab_Bogor 2015 67,77 2204323956000 1069853384000 1798241019000 1,83104 12,3433 12,0293 12,2548 
Kab_Bogor 2016 68,32 1941022970182 1160081397952 1800668000000 1,83455 12,288 12,0645 12,2554 
Kab_Bogor 2017 69,13 1737030178000 1394411683000 1590236527000 1,83967 12,2398 12,1444 12,2015 
Kab_Ciamis 2015 68,02 999719205050 254664886009 302288691300 1,83264 11,9999 11,406 11,4804 
Kab_Ciamis 2016 68,45 876410462495 308199847910 30891114979 1,83537 11,9427 11,4888 10,4898 
Kab_Ciamis 2017 68,87 835531999150 242905185063 257985367855 1,83803 11,922 11,3854 11,4116 
Kab_Cianjur 2015 62,42 1342904826290 446338674773 365840139638 1,79532 12,128 11,6497 11,5633 
Kab_Cianjur 2016 62,92 1202940137627 680975533366 479093965004 1,79879 12,0802 11,8331 11,6804 
Kab_Cianjur 2017 63,7 1093340888975 641497208137 595695470004 1,80414 12,0388 11,8072 11,775 
Kab_Cirebon 2015 66,07 1266402074904 484190551674 332436174447 1,82 12,1026 11,685 11,5217 
Kab_Cirebon 2016 66,7 1189195877365 615652449301 519043668286 1,82413 12,0753 11,7893 11,7152 
Kab_Cirebon 2017 67,39 1099432998380 521478671319 410493221151 1,8286 12,0412 11,7172 11,6133 
Kab_Karawang 2015 67,66 1209331530950 523943745082 717693234372 1,83033 12,0825 11,7193 11,8559 
Kab_Karawang 2016 68,19 1061026907929 531669768573 746237771445 1,83372 12,0257 11,7256 11,8729 
Kab_Karawang 2017 69,17 1034444117443 764122152487 902813697419 1,83992 12,0147 11,8832 11,9556 
Kab_Kuningan 2015 67,19 1048372728370 294423541176 197444980114 1,8273 12,0205 11,469 11,2954 
Kab_Kuningan 2016 67,51 952697626953 318463365562 25430844531 1,82937 11,979 11,5031 10,4054 
Kab_Kuningan 2017 67,78 908226491151 362818048794 276807056692 1,8311 11,9582 11,5597 11,4422 
Kab_Majalengka 2015 67,19 1056246560432 357164658358 440365449174 1,8273 12,0238 11,5529 11,6438 
Kab_Majalengka 2016 65,25 143058187809 117198777576 608549213661 1,81458 11,1555 11,0689 11,7843 
Kab_Majalengka 2017 65,92 332154882175 361880301563 544372724772 1,81902 11,5213 11,5586 11,7359 
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Kab_Purwakarta 2015 67,84 895286099996 233774116588 428131605753 1,83149 11,952 11,3688 11,6316 
Kab_Purwakarta 2016 68,56 1204338658130 440696237560 576780998616 1,83607 12,0807 11,6441 11,761 
Kab_Purwakarta 2017 69,28 752776033057 330516573078 505092652031 1,84061 11,8767 11,5192 11,7034 
Kab_Subang 2015 66,52 999509192375 278091614407 402352182374 1,82295 11,9998 11,4442 11,6046 
Kab_Subang 2016 67,14 40519593477 300877000 547913061172 1,82698 10,6077 8,47839 11,7387 
Kab_Subang 2017 67,73 981413132070 734385307625 497865705539 1,83078 11,9919 11,8659 11,6971 
Kab_Sukabumi 2015 64,44 1248825107668 467131006996 27862100274 1,80916 12,0965 11,6694 10,445 
Kab_Sukabumi 2016 65,13 158382093506 145513373738 414170962401 1,81378 11,1997 11,1629 11,6172 
Kab_Sukabumi 2017 65,49 1077281274290 656963988413 437933491139 1,81617 12,0323 11,8175 11,6414 
Kab_Sumedang 2015 69,29 977055329671 316250331940 360992917343 1,84067 11,9899 11,5 11,5575 
Kab_Sumedang 2016 69,45 995183173731 353194087936 501303353444 1,84167 11,9979 11,548 11,7001 
Kab_Sumedang 2017 70,07 851365826088 390743223647 389490248281 1,84553 11,9301 11,5919 11,5905 
Kota_Bandung 2015 79,67 2117521955100 624879445493 189112481569 1,90129 12,3258 11,7958 11,2767 
Kota_Bandung 2016 80,13 1811852137583 626592781996 2045718130691 1,9038 12,2581 11,797 12,3108 
Kota_Bandung 2017 80,31 1327987737686 995597201015 1629964076174 1,90477 12,1232 11,9981 12,2122 
Kota_Bekasi 2015 71,19 1243154663620 409501721211 1366747312769 1,85242 12,0945 11,6123 12,1357 
Kota_Bekasi 2016 79,95 1493035033849 601915975571 1615480339394 1,90282 12,1741 11,7795 12,2083 
Kota_Bekasi 2017 80,3 1439107285420 609554433410 1402417878027 1,90472 12,1581 11,785 12,1469 
Kota_Bogor 2015 73,65 599388387327 248382577946 500642915716 1,86717 11,7777 11,3951 11,6995 
Kota_Bogor 2016 74,5 599242853358 352322189354 583025252726 1,87216 11,7776 11,5469 11,7657 
Kota_Bogor 2017 75,16 560423888278 383037865012 490272839886 1,87599 11,7485 11,5832 11,6904 
Kota_Cirebon 2015 73,34 431965837232 320113183992 180036060688 1,86534 11,6354 11,5053 11,2554 
Kota_Cirebon 2016 73,7 389712820771 435517941352 388865735583 1,86747 11,5907 11,639 11,5898 
Kota_Cirebon 2017 74 333566274188 455357567696 181860319473 1,86923 11,5232 11,6584 11,2597 
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Kota_Sukabumi 2015 71,84 324477797732 327854389619 130187197806 1,85637 11,5112 11,5157 11,1146 
Kota_Sukabumi 2016 72,33 38055372358 13830619122 226085822524 1,85932 10,5804 10,1408 11,3543 
Kota_Sukabumi 2017 73,03 268930059618 440604781340 160469123535 1,8635 11,4296 11,644 11,2054 
Kota_Cimahi 2016 76,69 376782399081 244992652195 30891114979 1,88474 11,5761 11,3892 10,4898 
Kota_Cimahi 2017 76,95 385389264314 306982786947 363867136732 1,88621 11,5859 11,4871 11,5609 
Kota_Banjar 2015 69,31 237918810554 144335342653 124396784731 1,8408 11,3764 11,1594 11,0948 
Kota_Banjar 2016 70,09 10138979821 3696097229 208877611916 1,84566 10,006 9,56774 11,3199 
Kota_Banjar 2017 70,79 158063728725 181153629051 103132956950 1,84997 11,1988 11,258 11,0134 
Kab_Bandung_Barat 2015 65,23 948157861613 179969211512 357600901939 1,81445 11,9769 11,2552 11,5534 
Kab_Bandung_Barat 2016 65,81 154206428264 58827633533 352833460967 1,81829 11,1881 10,7696 11,5476 
Kab_Bandung_Barat 2017 66,63 858689260296 375102582811 348334247972 1,82367 11,9338 11,5742 11,542 
Kab_Pangandaran 2015 65,62 463676488749 83090991114 307814478748 1,81704 11,6662 10,9196 11,4883 
Kab_Pangandaran 2016 65,79 348579742686 79540069497 243072791590 1,81816 11,5423 10,9006 11,3857 
Kab_Pangandaran 2017 66,6 398444343043 174787064864 398805141083 1,82347 11,6004 11,2425 11,6008 
Kab_Banjarnegara 2015 64,73 96763147000 103829353000 27833339810 1,81111 10,9857 11,0163 10,4446 
Kab_Banjarnegara 2016 65,52 1416880218982 399150617764 388304511850 1,81637 12,1513 11,6011 11,5892 
Kab_Banjarnegara 2017 65,86 795722941000 287682531000 405078764300 1,81862 11,9008 11,4589 11,6075 
Kab_Batang 2015 65,46 68462179684 124854852030 228388801437 1,81598 10,8355 11,0964 11,3587 
Kab_Batang 2016 66,38 505999695887 233344230477 282724478325 1,82204 11,7042 11,368 11,4514 
Kab_Batang 2017 67,35 485586902135 290522383685 234030450573 1,82834 11,6863 11,4632 11,3693 
Kab_Blora 2015 66,22 839824250000 194379211000 267984607200 1,82099 11,9242 11,2886 11,4281 
Kab_Blora 2016 66,61 698827447915 295686629627 349046251830 1,82354 11,8444 11,4708 11,5429 
Kab_Blora 2017 67,52 630662491000 329713044000 377299369790 1,82943 11,7998 11,5181 11,5767 
Kab_Boyolali 2015 71,74 854682449000 245774308000 280013885000 1,85576 11,9318 11,3905 11,4472 
Kab_Boyolali 2016 72,18 180409054686 66837885256 380100571000 1,85842 11,2563 10,825 11,5799 
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Kab_Boyolali 2017 72,64 688772020050 327110605000 411869490000 1,86118 11,8381 11,5147 11,6148 
Kab_Brebes 2015 63,18 1028375248000 369044607000 356274138000 
1,80058 
12, 
0122 11,5671 11,5518 
Kab_Brebes 2016 63,98 914141399267 487971798293 611331970000 1,80604 11,961 11,6884 11,7863 
Kab_Brebes 2017 64,86 880495510000 497463200000 526403232000 1,81198 11,9447 11,6968 11,7213 
Kab_Cilacap 2015 67,77 1154494324658 278762461200 346452746818 1,83104 12,0624 11,4452 11,5396 
Kab_Cilacap 2016 68,6 1102472316563 446652943386 601362185000 1,83632 12,0424 11,65 11,7791 
Kab_Cilacap 2017 68,9 978757069000 425607874000 656767256980 1,83822 11,9907 11,629 11,8174 
Kab_Demak 2015 69,75 704773071631 167826126045 38208254000 1,84354 11,848 11,2249 10,5822 
Kab_Demak 2016 70,1 613340709034 268262113306 463674841220 1,84572 11,7877 11,4286 11,6662 
Kab_Demak 2017 70,41 608026397000 305865525000 365909417300 1,84763 11,7839 11,4855 11,5634 
Kab_Jepara 2015 70,02 770962357000 242143050000 186171964000 1,84522 11,887 11,3841 11,2699 
Kab_Jepara 2016 70,25 466949441367 283753263046 308356854000 1,84665 11,6693 11,4529 11,4891 
Kab_Jepara 2017 70,79 116598611000 252913055000 362662767000 1,84997 11,0667 11,403 11,5595 
Kab_Karanganyar 2015 74,26 881126401300 183227316250 183435472689 1,87075 11,945 11,263 11,2635 
Kab_Karanganyar 2016 74,9 129135845331 78837118265 237264762535 1,87448 11,111 10,8967 11,3752 
Kab_Karanganyar 2017 75,22 806812765000 269465021500 207774042400 1,87633 11,9068 11,4305 11,3176 
Kab_Kebumen 2015 66,87 1055030768000 252254304000 276330360000 1,82523 12,0233 11,4018 11,4414 
Kab_Kebumen 2016 67,41 167359892347 112299361574 505174142000 1,82872 11,2237 11,0504 11,7034 
Kab_Kebumen 2017 68,29 911984867000 397441856000 476391667000 1,83436 11,96 11,5993 11,678 
Kab_Kendal 2015 69,57 760449159219 204138561800 244083900633 1,84242 11,8811 11,3099 11,3875 
Kab_Kendal 2016 70,11 695793369106 311773169869 306535049270 1,84578 11,8425 11,4938 11,4865 
Kab_Kendal 2017 70,62 664145364560 359482649164 322274066763 1,84893 11,8223 11,5557 11,5082 
Kab_Klaten 2015 73,81 1117038287000 208622402786 262171829097 1,86812 12,0481 11,3194 11,4186 
Kab_Klaten 2016 73,97 1011690040754 240506108327 140830195305 1,86906 12,005 11,3811 11,1487 
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Kab_Klaten 2017 74,25 940402793300 248272987000 334507586164 1,8707 11,9733 11,3949 11,5244 
Kab_Kudus 2015 72,72 703352991000 324473958000 375069995000 1,86165 11,8472 11,5112 11,5741 
Kab_Kudus 2016 72,94 646897817359 372620166534 408572357000 1,86297 11,8108 11,5713 11,6113 
Kab_Kudus 2017 73,84 616023138000 290361292000 418338941000 1,86829 11,7896 11,4629 11,6215 
Kab_Magelang 2015 67,13 994300928555 199964790000 272701298597 1,82692 11,9975 11,301 11,4357 
Kab_Magelang 2016 67,85 735547046898 266797166571 399573877660 1,83155 11,8666 11,4262 11,6016 
Kab_Magelang 2017 68,39 773849353068 331301289737 453983329937 1,83499 11,8887 11,5202 11,657 
Kab_Pati 2015 68,51 907399155000 317438528000 185463899000 1,83575 11,9578 11,5017 11,2683 
Kab_Pati 2016 69,03 855367036080 421024129801 316516255000 1,83904 11,9322 11,6243 11,5004 
Kab_Pati 2017 70,12 867665449800 445903785600 289331595715 1,84584 11,9384 11,6492 11,4614 
Kab_Pemalang 2015 63,7 908871430500 236718145500 283606209314 1,80414 11,9585 11,3742 11,4527 
Kab_Pemalang 2016 64,17 815911807837 297122265510 97723329230 1,80733 11,9116 11,4729 10,99 
Kab_Pemalang 2017 65,04 864244357000 261496268000 273717572800 1,81318 11,9366 11,4175 11,4373 
Kab_Purbalingga 2015 67,03 716770488000 197794941000 148475886000 1,82627 11,8554 11,2962 11,1717 
Kab_Purbalingga 2016 67,48 635052014640 304091429000 297773884000 1,82918 11,8028 11,483 11,4739 
Kab_Purbalingga 2017 67,72 658664125000 363545707000 449495605000 1,83072 11,8187 11,5606 11,6527 
Kab_Purworejo 2015 70,37 773151598847 215616327343 169301395162 1,84739 11,8883 11,3337 11,2287 
Kab_Purworejo 2016 70,66 684773220593 296122790731 268364726702 1,84917 11,8355 11,4715 11,4287 
Kab_Purworejo 2017 71,31 594932213426 317309758788 365294579764 1,85315 11,7745 11,5015 11,5626 
Kab_Rembang 2015 68,18 619034412600 197737452562 175191157611 1,83366 11,7917 11,2961 11,2435 
Kab_Rembang 2016 68,6 123614626493 71015214912 387881671565 1,83632 11,0921 10,8514 11,5887 
Kab_Rembang 2017 68,95 584110908700 231646258184 279649704442 1,83853 11,7665 11,3648 11,4466 
Kab_Semarang 2015 71,89 692426150000 247573966000 213098044000 1,85667 11,8404 11,3937 11,3286 
Kab_Semarang 2016 72,4 686210573781 335197007659 321386473000 1,85974 11,8365 11,5253 11,507 
Kab_Semarang 2017 73,2 681415284000 416386289000 285714272000 1,86451 11,8334 11,6195 11,4559 
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Kab_Sragen 2015 71,1 888130254000 242149409000 174926142000 1,85187 11,9485 11,3841 11,2429 
Kab_Sragen 2016 71,43 762821252299 334887017803 305828270000 1,85388 11,8824 11,5249 11,4855 
Kab_Sragen 2017 72,4 636503498000 398373992000 320755777000 1,85974 11,8038 11,6003 11,5062 
Kab_Sukoharjo 2015 74,53 853931454000 248961343000 240338997000 1,87233 11,9314 11,3961 11,3808 
Kab_Sukoharjo 2016 75,06 724286923843 159643455803 249961942000 1,87541 11,8599 11,2032 11,3979 
Kab_Sukoharjo 2017 75,56 717251985000 297706623000 355699292000 1,87829 11,8557 11,4738 11,5511 
Kab_Tegal 2015 65,04 941223898000 310785857000 335924044000 1,81318 11,9737 11,4925 11,5262 
Kab_Tegal 2016 65,84 112839323847 17795785091 617150620000 1,81849 11,0525 10,2503 11,7904 
Kab_Tegal 2017 66,44 315092788000 316584078000 408152306000 1,82243 11,4984 11,5005 11,6108 
Kab_Temanggung 2015 67,07 563820168944 191437769203 305690716400 1,82653 11,7511 11,282 11,4853 
Kab_Temanggung 2016 67,6 17349049752 19611115690 344075911200 1,82995 10,2393 10,2925 11,5367 
Kab_Temanggung 2017 68,34 92232409036 350365001201 429268705786 1,83467 10,9649 11,5445 11,6327 
Kab_Wonosobo 2015 65,7 651591935745 213877652130 270968478282 1,81757 11,814 11,3302 11,4329 
Kab_Wonosobo 2016 66,19 585811348136 195214402269 352673890118 1,82079 11,7678 11,2905 11,5474 
Kab_Wonosobo 2017 66,89 563360879256 227403239930 379792877018 1,82536 11,7508 11,3568 11,5795 
Kota_Magelang 2015 76,39 272227010000 168579414000 141523194000 1,88304 11,4349 11,2268 11,1508 
Kota_Magelang 2016 77,16 44693937111 77638560862 164687094000 1,88739 10,6502 10,8901 11,2167 
Kota_Magelang 2017 77,84 196171659000 268522644000 207504567000 1,8912 11,2926 11,429 11,317 
Kota_Pekalongan 2015 72,69 276602185000 162398808000 174509294000 1,86147 11,4419 11,2106 11,2418 
Kota_Pekalongan 2016 73,32 243238077344 81384098366 200867774000 1,86522 11,386 10,9105 11,3029 
Kota_Pekalongan 2017 73,77 256246746000 190108196000 223329620000 1,86788 11,4087 11,279 11,3489 
Kota_Salatiga 2015 80,96 304519269000 125659591000 190395933705 1,90827 11,4836 11,0992 11,2797 
Kota_Salatiga 2016 81,14 217151437090 231671340273 246307141000 1,90924 11,3368 11,3649 11,3915 
Kota_Salatiga 2017 81,68 426434608000 401960016000 185737005000 1,91212 11,6299 11,6042 11,2689 
Kota_Surakarta 2015 80,14 731421975600 129886938100 170840305000 1,90385 11,8642 11,1136  11, 2326 
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Kota_Surakarta 2016 80,76 666857864671 156395870387 243058837000 1,9072 11,824 11,1942 11,3857 
Kota_Surakarta 2017 80,85 512031181800 228795264000 445358879000 1,90768 11,7093 11,3594 11,6487 
Kota_Tegal 2015 72,96 337139243000 233683365000 174613601000 1,86308 11,5278 11,3686 11,2421 
Kota_Tegal 2016 73,55 304702885621 278946650523 269539036000 1,86658 11,4839 11,4455 11,4306 
Kota_Tegal 2017 73,95 298214092000 316973726000 258191934000 1,86894 11,4745 11,501 11,4119 
Kab_Bantul 2015 77,99 875815981903 342800503330 293496091675 1,89204 11,9424 11,535 11,4676 
Kab_Bantul 2016 78,42 796358850109 384143580244 338953648072 1,89443 11,9011 11,5845 11,5301 
Kab_Bantul 2017 78,67 686745144790 414559261510 315617788885 1,89581 11,8368 11,6176 11,4992 
Kab_Gunung_Kidul 2015 67,41 820766419583 181569635686 197764906521 1,82872 11,9142 11,259 11,2961 
Kab_Gunung_Kidul 2016 67,82 30345348862 6875531444 260198561110 1,83136 10,4821 9,83731 11,4153 
Kab_Gunung_Kidul 2017 68,73 683513488865 239172418864 340666979023 1,83715 11,8347 11,3787 11,5323 
Kab_Kulon_Progo 2015 71,52 569620916120 216717583610 221474528185 1,85443 11,7556 11,3359 11,3453 
Kab_Kulon_Progo 2016 72,38 517662242112 236387104161 307589295243 1,85962 11,714 11,3736 11,488 
Kab_Kulon_Progo 2017 73,23 437352416646 250530407016 294668648482 1,86469 11,6408 11,3989 11,4693 
Kab_Blitar 2015 68,13 182316119711 994954214750 364405700605 1,83334 11,2608 11,9978 11,5616 
Kab_Blitar 2016 68,88 874569802834 269013721405 620247031175 1,83809 11,9418 11,4298 11,7926 
Kab_Blitar 2017 69,33 838803303984 260486523313 529370750706 1,84092 11,9237 11,4158 11,7238 
Kab_Bojonegoro 2015 66,17 417420733050 1068510310002 623532113198 1,82066 11,6206 12,0288 11,7949 
Kab_Bojonegoro 2016 66,73 55966053797 42976016079 12315528419 1,82432 10,7479 10,6332 10,0905 
Kab_Bojonegoro 2017 67,28 795303058093 502764997065 667711508374 1,82789 11,9005 11,7014 11,8246 
Kab_Bondowoso 2015 63,95 204889327649 637743728920 318470256431 1,80584 11,3115 11,8046 11,5031 
Kab_Bondowoso 2016 64,52 690216276822 260756576663 384252647849 1,80969 11,839 11,4162 11,5846 
Kab_Bondowoso 2017 64,75 582531392080 252913870044 409242154767 1,81124 11,7653 11,403 11,612 
Kab_Gresik 2015 73,57 388051496525 703581629547 592778847809 1,8667 11,5889 11,8473 11,7729 
Kab_Gresik 2016 74,46 672381139497 434790578455 606589707785 1,87192 11,8276 11,6383 11,7829 
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Kab_Gresik 2017 74,84 598777841831 449881494850 594467449390 1,87413 11,7773 11,6531 11,7741 
Kab_Jember 2015 63,04 506494670815 1276405386131 544173616469 1,79962 11,7046 12,106 11,7357 
Kab_Jember 2016 64,01 212900880061 124425906604 610093120442 1,80625 11,3282 11,0949 11,7854 
Kab_Jember 2017 64,96 1369819607546 693041005513 535010487284 1,81265 12,1367 11,8408 11,7284 
Kab_Jombang 2015 69,59 317389877054 881217659806 377824838715 1,84255 11,5016 11,9451 11,5773 
Kab_Jombang 2016 70,03 793789867994 420158548727 429310048687 1,84528 11,8997 11,6234 11,6328 
Kab_Jombang 2017 70,88 829561464578 449901683533 354732629861 1,85052 11,9188 11,6531 11,5499 
Kab_Kediri 2015 68,91 292634740335 994033279760 454074350906 1,83828 11,4663 11,9974 11,6571 
Kab_Kediri 2016 69,87 626668454071 170061993439 688071836119 1,84429 11,797 11,2306 11,8376 
Kab_Kediri 2017 70,47 4328327400 529078889614 622196539568 1,848 9,63632 11,7235 11,7939 
Kab_Lamongan 2015 69,84 325709579665 175555426706 321307673411 1,8441 11,5128 11,2444 11,5069 
Kab_Lamongan 2016 70,34 114479865304 59314052409 379128541454 1,8472 11,0587 10,7732 11,5788 
Kab_Lamongan 2017 71,11 1526216877556 944305232981 407084790225 1,85193 12,1836 11,9751 11,6097 
Kab_Lumajang 2015 63,02 229108136878 798641711841 339372804073 1,79948 11,36 11,9024 11,5307 
Kab_Lumajang 2016 63,74 75204860100 75338289228 405622452195 1,80441 10,8762 10,877 11,6081 
Kab_Lumajang 2017 64,23 107965584533 263801035700 323230479684 1,80774 11,0333 11,4213 11,5095 
Kab_Madiun 2015 69,39 194563508548 665208464103 249751804083 1,8413 11,2891 11,823 11,3975 
Kab_Madiun 2016 69,67 98510593624 43917311774 385808472489 1,84305 10,9935 10,6426 11,5864 
Kab_Madiun 2017 70,27 578138950850 246166886603 360780153189 1,84677 11,762 11,3912 11,5572 
Kab_Magetan 2015 71,39 180853651608 763761653654 213023526196 1,85364 11,2573 11,883 11,3284 
Kab_Magetan 2016 71,94 90651518323 66947713508 258982846688 1,85697 10,9574 10,8257 11,4133 
Kab_Magetan 2017 72,6 573445794324 250403364600 224892458699 1,86094 11,7585 11,3986 11,352 
Kab_Malang 2015 66,63 319965937000 1272767731542 543840497763 1,82367 11,5051 12,1047 11,7355 
Kab_Malang 2016 67,51 1146385169736 474792428882 495789062756 1,82937 12,0593 11,6765 11,6953 
Kab_Malang 2017 68,47 1228610608291 429892988777 581999864183 1,8355 12,0894 11,6334 11,7649 
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Kab_Mojokerto 2015 70,85 268857406909 845633957765 528342650712 1,85034 11,4295 11,9272 11,7229 
Kab_Mojokerto 2016 71,38 689683060410 309483988132 506767288035 1,85358 11,8386 11,4906 11,7048 
Kab_Mojokerto 2017 72,36 692305007921 372040924358 615019535248 1,8595 11,8403 11,5706 11,7889 
Kab_Nganjuk 2015 69,9 310234084689 922071372772 45409181602 1,84448 11,4917 11,9648 10,6571 
Kab_Nganjuk 2016 70,5 851397224974 411397264377 561696854824 1,84819 11,9301 11,6143 11,7495 
Kab_Nganjuk 2017 70,69 849270614974 420131857002 390863779724 1,84936 11,929 11,6234 11,592 
Kab_Pacitan 2015 64,92 145980370297 614844642776 132161917570 1,81238 11,1643 11,7888 11,1211 
Kab_Pacitan 2016 65,74 329987289280 133457609131 282896370831 1,81783 11,5185 11,1253 11,4516 
Kab_Pacitan 2017 66,51 564890205353 217726688666 256832816938 1,82289 11,752 11,3379 11,4097 
Kab_Pamekasan 2015 63,1 239437470355 722083718884 448145431890 1,80003 11,3792 11,8586 11,6514 
Kab_Pamekasan 2016 63,98 623525412065 258936536253 539731018114 1,80604 11,7949 11,4132 11,7322 
Kab_Pamekasan 2017 64,93 603797758752 291983013153 426722923737 1,81245 11,7809 11,4654 11,6301 
Kab_Pasuruan 2015 65,04 305969875950 959994099850 428701761923 1,81318 11,4857 11,9823 11,6322 
Kab_Pasuruan 2016 65,71 865068872012 529632927534 786503330514 1,81763 11,9371 11,724 11,8957 
Kab_Pasuruan 2017 66,69 841385057979 460321143322 511280692555 1,82406 11,925 11,6631 11,7087 
Kab_Ponorogo 2015 68,16 252750647598 881972875047 286158376545 1,83353 11,4027 11,9455 11,4566 
Kab_Ponorogo 2016 68,93 104717820714 61535447495 406858809602 1,83841 11,02 10,7891 11,6094 
Kab_Ponorogo 2017 69,26 727915387519 309350632763 383445795955 1,84048 11,8621 11,4905 11,5837 
Kab_Probolinggo 2015 63,83 245351362445 695302013271 367963366269 1,80502 11,3898 11,8422 11,5658 
Kab_Probolinggo 2016 64,12 635666442674 304336723236 314641715154 1,80699 11,8032 11,4834 11,4978 
Kab_Probolinggo 2017 64,28 591337708089 307168856500 291024654259 1,80808 11,7718 11,4874 11,4639 
Kab_Sampang 2015 58,18 186647077256 567237617963 343629474641 1,76477 11,271 11,7538 11,5361 
Kab_Sampang 2016 59,09 515335510363 258731642984 515916542002 1,77151 11,7121 11,4128 11,7126 
Kab_Sampang 2017 59,9 460330996909 244419957359 363121216315 1,77743 11,6631 11,3881 11,5601 
Kab_Sidoarjo 2015 77,43 615005008237 1320876871942 815006630444 1,88891 11,7889 12,1209 11,9112 
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Kab_Sidoarjo 2016 78,17 1078234942323 678104406204 740478438266 
1,89304 12,0327 
11, 
8313 11,8695 
Kab_Sidoarjo 2017 78,7 1295711554280 742267467037 911483241169 1,89597 12,1125 11,8706 11,9597 
Kab_Situbondo 2015 64,53 227262780002 615759416191 306392727622 1,80976 11,3565 11,7894 11,4863 
Kab_Situbondo 2016 65,08 548033779878 280366773335 361049966585 1,81345 11,7388 11,4477 11,5576 
Kab_Situbondo 2017 65,68 552917245622 263678150305 326904948114 1,81743 11,7427 11,4211 11,5144 
Kab_Trenggalek 2015 67,25 187153002544 770368750019 294234624369 1,82769 11,2722 11,8867 11,4687 
Kab_Trenggalek 2016 67,78 657929719273 277518813485 382192707964 1,8311 11,8182 11,4433 11,5823 
Kab_Trenggalek 2017 68,1 589757955623 270883790528 322717358755 1,83315 11,7707 11,4328 11,5088 
Kab_Tuban 2015 65,52 244487764510 835654928217 312932883358 1,81637 11,3883 11,922 11,4955 
Kab_Tuban 2016 66,19 747917176027 299784786714 390280332700 1,82079 11,8739 11,4768 11,5914 
Kab_Tuban 2017 66,77 792133717157 323046323315 412846032126 1,82458 11,8988 11,5093 11,6158 
Kab_Tulungagung 2015 70,07 254431392000 986994970342 352908371990 1,84553 11,4056 11,9943 11,5477 
Kab_Tulungagung 2016 70,82 881157826533 359219073182 302071320333 1,85016 11,9451 11,5554 11,4801 
Kab_Tulungagung 2017 71,24 60631760500 253706084976 279933125939 1,85272 10,7827 11,4043 11,4471 
Kota_Blitar 2015 76 131189852704 288451236584 157596571159 1,88081 11,1179 11,4601 11,1975 
Kota_Blitar 2016 76,71 247109851003 172065098912 168820836478 1,88485 11,3929 11,2357 11,2274 
Kota_Blitar 2017 77,1 212528292679 172994771399 159455031471 1,88705 11,3274 11,238 11,2026 
Kota_Kediri 2015 75,67 257913642962 408834516977 249751804083 1,87892 11,4115 11,6115 11,3975 
Kota_Kediri 2016 76,33 61278451405 60380576818 400451819977 1,8827 10,7873 10,7809 11,6026 
Kota_Kediri 2017 77,13 270641732415 237001364607 295719469622 1,88722 11,4324 11,3748 11,4709 
Kota_Madiun 2015 79,48 110916679000 448125966000 193772970000 1,90026 11,045 11,6514 11,2873 
Kota_Madiun 2016 80,01 384551655560 174932845019 336850165000 1,90314 11,585 11,2429 11,5274 
Kota_Madiun 2017 80,13 291318425000 181360598000 215501393000 
1,9038 11,4644 
11, 
2585 11,3335 
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Kota_Mojokerto 2015 75,54 177781594550 205480532375 216076954750 1,87818 11,2499 11,3128 11,3346 
Kota_Mojokerto 2016 76,38 38107042134 39982428138 260451102000 1,88298 10,581 10,6019 11,4157 
Kota_Mojokerto 2017 76,77 163712070750 233215571550 241443033300 1,88519 11,2141 11,3678 11,3828 
Kota_Pasuruan 2015 73,78 130297370868 221608214979 201169868897 1,86794 11,1149 11,3456 11,3036 
Kota_Pasuruan 2016 74,11 194986029534 154478558739 200157817086 1,86988 11,29 11,1889 11,3014 
Kota_Pasuruan 2017 74,39 158953906398 177656028999 295752336750 1,87151 11,2013 11,2496 11,4709 
Kota_Probolinggo 2015 71,01 131967052752 311367401497 151188508601 1,85132 11,1205 11,4933 11,1795 
Kota_Probolinggo 2016 71,5 211931162684 115423769075 198013607608 1,85431 11,3262 11,0623 11,2967 
Kota_Probolinggo 2017 72,09 266860261578 187759851925 165817271871 1,85788 11,4263 11,2736 11,2196 
Kota_Surabaya 2015 79,47 892090337635 1847312332048 213147849302 1,9002 11,9504 12,2665 11,3287 
Kota_Surabaya 2016 80,38 1889031009376 946839548712 205945914546 1,90515 12,2762 11,9763 11,3138 
Kota_Surabaya 2017 81,07 1944325214030 1100073515082 266338653220 1,90886 12,2888 12,0414 11,4254 
Kota_Batu 2015 72,62 32351280244 213947690208 336819714193 1,86106 10,5099 11,3303 11,5274 
Kota_Batu 2016 73,57 208142603191 31928262105 203519224608 1,8667 11,3184 10,5042 11,3086 
Kota_Batu 2017 74,26 174867703304 46745243659 167854286399 1,87075 11,2427 10,6697 11,2249 
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LAMPIRAN 3 
Daftar Riwayat Hidup 
 
 
1. DATA PRIBADI 
a. Nama   :Salsabillah Siwi FarisMadha 
b. Jenis Kelamin  : Perempuan 
c. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 28 September 1997 
d. Agama   : Islam 
e. Alamat   : Aspol Manahan No.20 RT 03 RW 12 Manahan,  
  Banjarsari, Solo.  
f. Telepon   : 089623378449 
g. Email   : siwifm@gmail.com   
2. PENDIDIKAN FORMAL 
Nama Sekolah/Kampus Jurusan Tahun 
TK Diponegoro Purwokerto - 2002-2003 
SD Negeri Cengklik II SKA - 2003-2009 
SMP Negeri 16 Surakarta - 2009-2012 
SMA Negeri 6 Surakarta IPA 2012-2015 
IAIN Surakarta Akuntansi Syariah 2015-2019 
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Hasil Cek Plagiarisme 
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